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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat Desa
Bunut Dalam Tinjauan Yuridis Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Tuban) adalah hasil penelitian untuk menjawab Perkembangan tindak
pidana korupsi yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari
jumlah kerugiaan keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi. Perangkat
Desa yang melakukan tindak pidana korupsi melalui pemotongan pajak proyek
selama 4 tahun. Akibat dari tindakan tersebut negara menanggung kerugian
sebesar Rp 180 juta.

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu guna mendapat
jawaban pasti tentang hal yang menjadi akar penyebab masalah penelitian,
meliputi untuk mengetahui tinjauan yuridis dan mengetahui tinjauan hukum Islam
terhadap tindak pidana korupsi APBDes.

Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan hukum secara normatif. itu menjadi salah satu prosedur dari proses
pembuatan penelitian, lalu hasilnya dideskripsikan menggunakan lisan atau
kalimat tertulis.

Penelitian ini berisi tentang pengaturan tipikor diatur dalam UU No.20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tipikor. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan
Negeri Tuban Pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No. :
X.700/276/414.060/2021 pada dasarnya tuntutan jaksa sudah sangat tepat dan
pembuktian sudah sesuai dengan unsur dari Undang-Undang Modus operandi,
terdakwa memotong dana awal berkisar 10-20% dari TPK yang melakukan
proyek fisik di desa setempat. '

Kesimpulannya Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif
subsidaritas. tidak adanya ketegasan dan kepastian hukum yang berarti tidak
adanya kejelasan terhadap status terdakwa karena pemeriksaan belum sampai
pada Pengadilan Negeri. Menempatkan korupsi dalam kategori Jarimah takzir,
yang merupakan sanksi Hukum yang diberlakukan kepada Seseorang pelaku
jarimah atau tindak Pidana yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan
hak Allah SWT maupun hak manusia, Sanksi hukum takzir berupa hukuman
penjara, denda, masuk dalam daftar orang Tercela, pemecatan, bahkan Hukuman
mati.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang tercipta dari hukum, yang
seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Aturan
hukum yang terdapat dalam Negara Indonesia memiliki peran yang sangat
penting pada tiap-tiap aspek kehidupan, sebagai pedoman yang dipakai
dalam bertingkah laku dalam kehidupan antar sesame manusia satu dengan
manusia lainnya. Hukum dan manusia merupakan dua buah entitas dimana
itu  menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan di dalam sebuah limu
hukum, terdapat sebuah pernyataan terkenal yang berbunyi: “ubi societas ibi
ius” (Ada Masyarakat, Ada Hukum) yang berarti dimana ada masyarakat
disitu pasti ada hukumnya. Hal ini kemudian yang menjadikan hukum
sebagai “alat” untuk mengatur tentang kehidupan para warga Negara di
Indonesia (WNI) dalam bertingkah laku.

Pertahanan yang terdapat pada negara sejatinya ialah sebuah Elemen
yang paling penting untuk keberlangsunngan hidup Negara dan bangsa
seutuhnya terutama dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan dalam
suatu Negara, serta sebagai penjamin keutuhan Negara yang berada di
Republik Indonesia. apalagi untuk negara Indonesia sebagai suatu Negara
yang memiliki struktur geografis yaitu; sebagai negara kepulauan, yang
mempunyai sumber daya alam (SDA) yang sangat belimpah dan sumber
daya manusia (SDM) yang bisa dibilang sangat besar, dalam sistem
pertahanan negara itmenjadi sebuah hal yang mutlak, sehingga wajib
dilaksanakan dan diatur secara benar dan pasti tepat.

Dengan munculnya pernyataan tersebut berarti hukum di Indonesia
terlahir sebagai monitor setiaptindakan atau tingkah laku semua WNI dan
pemerintah, baik itu tersurat atau tidak tersurat dengan tujuan menjamin hak

warga-warga negara sehingga dapat tercipta suatru bangsa yang adil dan

! Tisa Lestari, ‘Pertahanan Negara Indonesia.’, Academia, 2020
www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia [accessed 17 March 2022], Pukul :
20.00 WIB.



bertujuan mencegah tingkah laku atau perbuatan melanggar hokum negara.
Maka demikian perbuatan tersebut disebut sebagai tindak Pidana. Perilaku
suatu tindak pidana yang menjadikan acuan setiap kali yang banyak terjadi
contohnya yaitu korupsi. Tindakan korupsi merupakan suatu hal serius yang
seharusnya menjadi perhatian dari semua kalangan masyarakat maupun
pemerintah karena dapat membahayakan stabilitas kententraman, keamanan
serta lebiasaan masyarakat dan negara, dari sini kita tau bahwa tindak
pidana korupsi sangat membayakan bagi politik, perekonomian masyarakat,
pembangunan social bahkan bisa merusak nilai-nilai moralitas demokrasi
dikarnakan semakin lama tindakan korupsi ini dibiarkan maka akan menjadi
bahan kebiasaan dan ancaman untuk setiap masyarakat yang makmur.?

Tindak pidana korupsi yang terdapat Di Indonesia, sistemnya sangat
sempurna. Bahkan kejahatan korupsi biasa kini telah menjadi "vampire
estate”. Pasalnya hampir semua Supra infrastruktur ketatanegaraan dan
politik telah terdampak korupsi. Aktivitas upaya dalam memberantas tindak
pidana korupsi hingga saat ini hanya dijadikan suatu komoditas dalam
politik bagi beberapa kalangan politik elit, atau bisa juga sebagai “character
assassination” (penghancur karakter) untuk kalangan elit yang terindikasi
kasus korupsi dibandingkan pada saat proses hukum yang adil. Sebutan
“law enforecement” untuk para Koruptor sudah dianggap menjadi biasa,
padahal korupsi sangatlah merugikan bagi semua masyarakat.®

Beberapa kasus tindak pidana korljpsi ini telah dilakukan oleh orang
mulai dari kalangan atas yang memiliki jabatan tinggi ataupun rendah baik
dari pihak yang berada di pusat hingga daerah terpencil serta terdapat kasus
korupsi yang menjadi penyakit. Kasus seperti ini menjadi tidak asing di
Indonesia, tindakan ini bisa saja mematahkan tulang demokrasi Negara dan
sistem pembangunan ini, telah banyak peluang serta system yang dapat

digunakan dalam tindakan menyalahgunakan wewenang kekuasan,

2 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.
3 Klitgiard, Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2002), 20.



wewenang atau “Abuse Of Power” menjadikan penyebab dapat terjadinya
tindakan korupsi.

Kasus tindakan korupsi yang terdapat di Indonesia termasuk kedalam
“extra-ordinary crime kejahatan yang tidak biasa. Sebutan terminologi
“kejahatan luar biasa” ditujukan fokus kepada terminologi di dalam suatu
politik penegakan hukum tindak pidana dan pada kajian suatu kriminologi
disebut “kejahatan berdasi”, “kejahatan serisu” dan lain sebagainya.* Oleh
karena itu perilaku dalam penegakan hukumnya semestinya dilakukan
menggunakan hukuman tegas dari pihak penegak hukum yang berwenang.®

Terkait dengan tingkah laku dalam korupsi (koruptor) mencakup
orang dan korporasi, koruptor bisa menjangkau bermacam-macam sistem
yang terdapat pada penyimpangan pengelolaan Negara terutama keuangan
yang rumit dan ketat dengan mudah yang dapat dijangkau, sehingga tindak
pidana yang dilakukan mencakup hal-hal yang dapat memperkaya pihak
pribadi atau bisa juga korporasi kelompok dilihat dari sudut pandang hukum
dalam pengertian materiil ataupun formil.> Hal tersebut sudah diatur di
dalam UU Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor.

Tindakan korupsi adalah suatu penyimpangan yang sah untuk
diberantas dan menjadi kebiasaan buruk sampai sekarang. Perlu disadari
bahwa pemberantasan .dan penegakan tindak pidana korupsi ‘ini tidaklah
hanya sekedar tentang masalah penegakan hukum belaka, namun juga
berkaitan erat dengan masalah etika dan moral.

Beberapa advis lainnya dari sebuah otonomi daerah yaitu penyerahan
dana diiringi dengan dilakukannya suatu reformasi yang terdapat dalam

sistem akuntansi serta modernisasi penganggaran keuangan daerah.” Adanya

4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU 1V/2006.

5 Umar Sholahudin, ‘Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana
Korupsi Dalam Persepektif Hukum Progresif’, 2020
http://umarsholahudin.com/eksaminasipublik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-
korupsi-dalam-perspektif-hukumprogresif/ [accessed 30 March 2022], Pukul : 20.30 WIB.

® Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara).



dilakukanya perubahan penganggaran dana yang sering terjadi dikarnakan
munculnya paradigma baru pada perubahan susunan pengelolaan dana
anggaran yang mengutamakan adanya prinsip mengedepankan masyarakat
untuk berpartisipasi, tranparansi pengelolaan dana anggaran dan
akuntabilitas publik. Lalu alasan lain yaitu dikarenakan anggaran dana
tersebut harus dimanajemen atau diatur dengan pola (performance oriented)
atau pendekatan Kkinerja, serta prinsip yang efektif dan efisien (value for
money), kesejahteraan, keadilan serta sesuai terhadap pengelolaan suatu
anggaran secara disiplin.®

Adanya lembaga yang bergerak dibidang kemasyarakatan di suatu
pemerintah desa belum cukup hanya dengan dibina tentang sistem atau
pengaturan yang membahas mengenai fungsi dan tugas pokok dengan
organisasinya, tetapi perlu di support dari segi dana atau anggaran untuk
kegiatan operasional yang bersumber dari pemerintah desa melalui suatu
program yang disebut program dana desa atau lainnya. Dalam kegiatan
suatu pembangunan desa memiliki tujuan sebagai meningkatkan kualitas
kehidupan yang terdapat di masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa
serta dapat meningkatkan potensi persaingan (daya saing) melalui
pemahaman otonomi pembangunan, kebutuhan dasar, pengembangan
ekonomi local,” pembangunan sarana prasarana di desa, dan tidak lupa
pemanfaatan yang terdapat dalam sumber daya alam dan kawasan
lingkungan secara berkelanjutan dimana suatu kegiatan pembangunan desa
tersebut meliputi tahapan-tahapan seperti yang diawali dengan sutu
perencanaan, kemudian pelaksanaan dan lanjut kebagian pengawasan.

Dalam kasus penelitian yang menjadi topik kami yaitu tentang
tindakan pidana korupsi dana APBDes yang telah dilakukan oleh salah satu
Perangkat desa bunut di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan cara

menyalahgunakan wewenang, Awal mulanya kasus diketahui setelah warga

" Abdul Halim, Bunga Rampai Keuangan Daerah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 42.
8 Mardiasmo, ‘Konsep Ideal Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Layanan Publik’, Majalah
Swara MEP, 3.8 (2003), 35.



desa bunut mengajukan laporan bahwa adanya dugaan tindakan korupsi
yang dilakukan Perangkat desa tersebut, tidak hanya itu, warga desa bunut
juga menuntut untuk mengusut tuntas duggan korupsi yang dilakukan
Perangkat desa

Dalam hasil penyidikan terungkap bahwa pelaku adalah seorang
Perangkat Desa berinisial NAI, sehingga pihak kejaksaan Negeri tuban
menetapkanya sebagai tersangka dan telah di tahan di rutan lapas kelas 11 B
yang bertempat di tuban sejak hari rabuh tanggal 10 november 2021

Dalam kasus ini pemerintah telah menetapkan sebuah Peraturan No.
60 di Tahun 2014 yang membahas mengenai dana desa yang sumber
dananya berasal dari APBN seperti hal tersebut telah diganti atau mendapat
perubahan dengan PP Nomor 8 pada Tahun 2016. Beberapa isi yang diatur
dalam suatu PP tersebut, mencakup mekanisme pembagian prihal
pengalokasian penyaluran dana desa, rincian dalam penggunaan dan
informasi pelaporan pengelolaan dana desa, kemudian tentang bagaimana
monitoring dan evaluasi dana desa serta selurunh gambaran rincian
pengelolaan dana desa.

Adapun selain daripada Peraturan Pemerintah yang terdapat dalam
Nomor 8 Tahun 2016, yaitu tentang proses pengalokasian dana desa telah
diatur di dalam Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2014 membahas tentang
desa. Sejak dibentuknya Undang-Undang, tersebut, hak-hak pemerintah desa
yang dalam urusan menyusun dan mengatur urusan rumah tangga semua
masyarakatnya telah menjadi lebih leluasa daripada sebelumnya, termasuk
wewenangnya dalam mengatur suatu pengelolaan kas keuangan pemerintah
desa. Pengelolaan masalah keuangan didesa telah disusun dalam istilah yang
disebut Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa atau bisa disingkat sebagai
APBDes. Dalam engertian APBDes sendiri adalah anggaran berisi macam-
macam perencanaan kegiatan yang akan dijabarkan menjadi sebuah rencana
pengelolaan perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan finansial

moneter.



Dalam negara yang menjalankan sistem demokrasi seperti Indonesia,
pemerintahan menjadi suatu amanat dari para rakyatnya, harta yang mereka
para pemerintah yang mereka miliki adalah uang milik para rakyat dan
anggaran itu menampakan sebuah rencana yang harus dikelola pemerintah
untuk membelanjakan uang rakyat tersebut sesuai yang sedang dibutuhkan.
Sebuah anggaran menjadikanya “blue print” kebenaran dalam suatu negara
dan merupakan sebuah pembelajaran yang diperuntukan untuk masa
mendatang.  APBDes  juga  merupakan  suatu  yang  perlu
dipertanggungjawabkan dari pemegang pengelola desa tersebut untuk
memberikan segala benyuk informasi, tentang kegiatan-kegiatan desa
beserta aktivitas desa untuk semua masyarakat dan pemerintah daerah atas
dasar bentuk proses dana yang dikelola desa dan pelaksanaan tersebut dapat
berupa suatu rencana program yang itu nantinya dianggarkan beserta uang
yang dimiliki desa.

Dalam berjalanya pengelolaan anggaran desa, pemerintah desa wajib
melakukan prinsip atau kewajiban yang telah diatur dalam sebuah Peraturan
yang di ciptakan oleh Menteri Dalam Negeri Rl No. 20 Tahun 2018 yang
membahas tentang bagaimana Pengelolaan dana-dana Desa yang terdapat
pada Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwasanya: “Keuangan desa harus
dikelola menurut asas. transparansi, partisipatif, serta dilakukan secara
disiplin dan tertib anggaran.”

Dalam menjalankanya, pemerintah‘di desa diharuskan mengatur atau
memajajemen seluruh rincian dana desa secara samar terbuka dan tidak
transparan, partisipatif dan akuntabel. Transparan yang diartikan jujur dan
terbuka kepada para warga desa, akuntabel; yang dimaksutkan bisa
dipertanggung jawabkan mau itu secara hukum, atau kepada semua
masyarakat dan bersifat partisipatif yang itu memiliki arti yaitu dengan
membawa atau melibatkan masyarakat didalam setiap pengambilan
keputusannya yang itu mencakup bermusyawarah. Keuangan atau dana desa
harus dibukukan secara terperinci dan harus dilaporkan sesuai dengan aturan

yang sudah ditulis dalam kaidah-kaidah sistem keuangan pemerintahan



yang telah dijalankan. Dilakukan atas dasar Peraturan Menteri yang berada
di dalam Negeri Rl Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan dana desa,
yang dimaksud tersebut mencakup semua kegiatan mencakup
penatausahaan, perencanaan, pelaksanaan, pemertanggungjawaban,
pelaporan, pengelolaan dana atau uang kas pemerintah desa.

Adanya tahapan-tahapan kegiatan tersebut, pemerintah desa
diwajibkan selalu melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa untuk
membuat sebuah keputusan dalam seluruh program pembangunannya.
Apasaja bentuk dan hasilnya, partisipasi tersebut dimaksutkan bertujuan
untuk meningkatkan skill dalam kemapuan setiap individu yang dilibatkan
secara tidak langsung atau secara langsung.

Karena itu, pemerintah desa diharuskan bersikap terbuka atau
transparan berhubungan dengan membahas pengelolaan dana desa, karena
dengan munculnya keterbukaan yang membahas pengelolaan keuangan
tersebut, maka masyarakat bisa mendapat informasi yang akurat, actual,
factual informasi tersebut bisa dipergunakan oleh para masyarakat sebagai
bentuk sebuah pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang atas
mudahnya terjadi tindakan korupsi.

Demi terwujudnya sistem pengelolaan dana desa transparan,
diperlukan p roses perencanaan anggaran yang baik dan terarah. Adanya
APBDes, semestinya pemerintahan desa dapat mempunyai suatu rencana
pengelolaan dana desa yang terstruktur secara baik berdasarkan dari
anggaran yang sudah ada dan telah ditingkatkan secara maksimal. Adapun
dana desa tersebut bisa digunakan secara merata berdasarkan contoh prinsip
pengelolaan dana keuangan daerah supaya terciptalah tata pengelolaan yang
benar benar terstruktur. Maka itu APBDes diharapkan mampu memberi
dorongan pemerintah desa sehingga setiap saat mampu memberikan
pelayanan yang terbaik bagi semua masyarakat desa melalui suatu
perencanaan program pembangunan yang terdapat di dalamnya.

Dari berbagai masalah-masalah yang ada dan setiap latar belakang

yang menjadi halangan pemerintah Desa Bunut di Kabupaten Tuban



tersebut, makadari itu peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang
berjudul “Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat Desa Bunut
dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
Kejaksaan Negeri Tuban)”

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dalam hal

ini yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian kami adalah:

1. Identifikasi Masalah

a. Seorang Perangkat desa yaitu Perangkat telah menjadi terduga atas
menyalahgunakan APBDes Bunut Kecamatan Widang melalui
pemotongan pajak dalam pembangunan beberapa proyek selama
empat tahun dari tahun anggaran 2016 hingga 2019. Akibat
dampak dari tindakan tersebut negara menanggung kerugian
kurang lebih sebesar Rp 180 juta berdasarkan hasil dari audit
Inspektorat Kota Tuban.

b. Penyalahgunaan dana kas APBDes menggunakan modus
pemungutan pajak kepada tim pelaksanaan beberapa proyek yang
di kerjakan pada area desa setempat. |

c. Aksi tersangka dilakukan selama 4 tahun dengan cara memotong
dana diawal berkisar 10 persen sampai 20 persen dari setiap nilai
proyek-proyek yang dikerjakan desa pada periode tahun anggaran
2016 sampai 2019. Uang potongan dana proyek tersebut
seharusnya digunakan untuk membayar pajak tetapi digunakan
untuk kepentingan pribadi.

2. Batasan Masalah
a. [Faktor-faktor penyebab dan modus operandi korupsi APBDes di
Desa Bunut Kabupaten Tuban.
b. Keputusan Jaksa atas sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi

anggaran APBDes tersebut.



Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang sudah disebutkan diatas,

Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1.

Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi APBDes
Perangkat desa Bunut?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi
APBDes Perangkat desa Bunut?

Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu untuk

memperoleh jawaban pasti tentang semua hal yang menjadi masalah

penelitian, yaitu meliputi:

1.

Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi
APBDes Perangkat desa Bunut.
Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana

korupsi APBDes Perangkat desa Bunut.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjelaskan

rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Adapun ruang

lingkup tujuan penelitian yang akan dicapai, antara lain:

1.

Manfaat teoritis

Dapat memberi informasi terhadap perkembangan ilmu hukum
terkait masalah-masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dan menjadi
suatu bahan untuk dikaji supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan
serta ilmu hukum dan hukum pidana yang kusus berkaitan dengan
perkara tindakan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD Di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan supaya bisa menjawab
macam-macam persoalan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah di Desa Bunut Kabupaten Tuban. Dan mampu
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menjadi suatu referensi untuk para mahasiswa hukum, supaya dapat
mengkonstruksian pikiran agar mampu mendapatkan solusi dalam
mempelajari dan dapat mengevaluasi secara lebih lanjut mengenai
tindakan korupsi. Bagi pihak penegak hukum, penilitian diharapkan
supaya dapat menjadi bahan meminimalkan terjadinya suatu tindakan
korupsi serta bisa menjadi ukuran terhadap ancaman hukum yang di

berikan kepada pelaku koruptor.

3. Manfaat Bagi Peneliti
Menjadikan suatu ilmu pengetahuan dalam bidang hukum serta
sebagai salah satu misi atau syarat terselesaikanya perkuliahan di
Fakultas Hukum Pidana Islam dan beserta memperoleh gelar Sarjana

Hukum.

F.  Penelitian Terdahulu
Merupakan gambaran singkat mengenai penelitian-penelitian yang
sudah ada terdahulu atau penelitian yang hampir sama dengan masalah yang
akan diteliti, sehingga tentunya akan ada perbedaan antara satu dengan
penelitian lainnya, dan kajian ini tidak termasuk duplikat atau kajian
pengulangan sebab belum ada yang mengambil mengenai penelitian
tersebut. Tema penulisan yang berkaitan dengan penelitian di antaranya

sebagai berikut:

1. Penelitian oleh mahasiswa bernama Comaria Siskha yang berjudul
“Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Malang (Studi Kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya)." Fokus
dari penelitian ini adalah: Teori kasus penipuan penegakan hukum yang
dilakukan oleh Kejaksaan Surabaya dan pengungkapan kasus Korupsi
Dana APBD.°

® Siskha Comaria, ‘Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Malang (Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Surabaya)’ (Universitas Islam Malang, 2021).



11

2. Skripsi yang ketiga adalah skripsi nur kholis mahasiswa Universitas 17
agustus 1945 banyuwangi tahun 2016 yang mengangkat judul tentang
“tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang
dilakukan oleh kepala desa menurut undang undang nomor 31 tahun
1999 juncto nomor 20 tahun 2001”. Yang menjadi perbedaan skripsi
nur kholis dengan yang akan penulis ini teliti adalah perbedaan skema
dari kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak yang memegang
wewenang pengelolaan uang APBDes, serta penulis ingin membahas
dari segi tinjauan hukum pidana Islam mengenai kasus penipuan.

3. Skripsi oleh Nugraha Riky Ade Mahasiswa jurusan ilmu administrasi
public fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas sriwijaya
indralaya, organ ilir tahun 2021 yang mengangkat judul “Transparansi
pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa ulak
kerbau lama kecamatan tanjung raja kabupaten organ ilir tahun 2019”.
membahas mengenai tindak pidana penipuan dalam dana APBDes
secara halus atau bisa disebut sebagai transparansi dana (menggunakan
dana tidak untuk seharusnya) Sedangkan yang akan penulis teliti dalam
skripsi ini adalah tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan
oleh pihak aparat berwajib, dalam kasus penyalah gunaan dana
sehingga dapat mengetahui bahwa skripsi yang tertulis disini adalah

tentang korupsi, bukan penggelapan dana.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan ke 3 penelitian di atas maka
terdapat beberapa perbedaan dalam kajian fokus penelitiannya. Pada
penelitian yang akan saya kaji lebih terfokus pada kasus Korupsi dana
APBDes di desa bunut yaitu adalah tindak pidana korupsi penipuan dengan
menggunakan pemanfaatan jabatan untuk melakukan korupsi dana APBDes
serta pada kewenangan kejaksaan mengenai tindakan tersebut. Peninjauan

penelitian yang akan saya lakukan yakni pada permasalahan korupsi dana

10 Sofyan Nugraha, ‘Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Di
Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 (Universitas
Sriwijaya, 2021).
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APBDes yang masih sampai pada penanganan kejaksaan dan belum masuk
kedalam putusan pengadilan.

Sehingga diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
dengan penggunaan judul “Tindak Pidana Korupsi Oleh APBDes Oleh Desa
dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Tuban)” dapat memberikan pandangan baru dalam bidang penelitian
hokum tentang korupsi dana APBDes.

Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan judul terlebih dahulu supaya mudah untuk
dipahami dan tidak menjadi salah tafsir atau kesalahpahaman. Judul yang
penulis bahas mengenai “Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat
Desa Bunut dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)”. Untuk pembahasan lebih jelas,
nantinya akan penulis berikan penjelasan tentang sebuah istilah yang

digunakan di dalam membahas judul tersebut. Istilahnya menyakup:

1. Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Kata-kata korupsi
berdasar dari asal kata korup, yang memiliki arti rusak, busuk, buruk,
gemar menggunakan barang (uang) yang diamanahkan kepadanya; bisa
disuap (menggunakan lingkup kekuasaannya atau kewenanéanya untuk
memenuhi kepentingan pribadi). Korupsi dilihat melalui sudut pandang
terminologi memiliki mkasut penyelewengan atau bisa juga menjadi
penyalahgunaan uang negara (yayasan, organisasi, perusahaan, dan lain
sebagainya) yang diperuntukan untuk keuntungan pribadi atau bisa juga
orang lain.

Menurut Hamzah secara harfiah, maksut dari korupsi dapat berupa:

a. Kejahatan, tidak bermoral, dapat disuap kebusukan, kebejatan dan
ketidakjujuran.
b. Perbuatan buruk seperti penerimaan sogok, penggelapan uang, dan

sebagainya.
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c. Perbuatan yang dalam kenyataannya dapat menimbulkan keadaan
bersifat buruk, perilaku atau tindakan jahat dan tercela, juga
penyuapan, kebejatan moral, dan bermacam-macam bentuk
ketidakjujuran.

Definisi pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 yang membahas tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 masalah Pemberantasan Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) adalah:
“semua orang yang melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan
tindakan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang

melakukan tindakan merugikan keuangan Negara”.

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa (APBDes):

APBDes adalah perencanaan keuangan tahunan oleh pemerintahan
desa, yang didalamnya terkandung konsep-konsep pemerintah desa
dengan tujuan mencapai mewujudkan mengatur dan membangun
desanya. Pelaksanaan dalam menggunkan APBDes dilakukan oleh
Pemerintah Desa itu sendiri yang dimana pihak Pemerintah Daerah
telah memberi kewenangan penuh atas desa supaya diharapkan
mengelola dana tersebut dengan cara bertanggungjawab. Dari beberapa
hal yang harus atau wajib dilakukan oleh pemerintah desa salah satunya
adalah mengelola dana desa secara baik dan bertanggungjaWab.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memasukkan kawasan
pedesaan sebagai komponen esensial. Karena lebih dari 80% penduduk
Indonesia tinggal di desa-desa yang tersebar di seluruh negeri,
membangun desa memerlukan pembangunan sebagian besar penduduk
negara tersebut. Dalam suatu desa berisikan perangkat desa yang
merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yaitu
merupakan orang yang wajib melaksanakan tugas pemerintahannya,
sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Perangkat desa umumnya terdiri dari kepala desa, Perangkat, sekretaris,
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dan kepala urusan, tergantung tuntutan kelengkapan desa di setiap

daerah masing masing.

3. Yuridis
Berdasarkan kamus hukum menurut hukum atau secara hukum.
Pengertian tentang yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini telah
banyak dipergunakan di dalam aspek yuridis. Di Indonesia, komponen
hukum Pancasila adalah komponen yuridisnya. Yang dimaksud dengan
“pengertian yuridis” adalah semua atau segala sesuatu yang mempunyai
arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah dalam penulisan karya
tulis ilmiah. Kajian yuridis dapat diartikan sebagai penyelidikan
terhadap sesuatu secara hukum menurut pengertian di atas
Sistem yurisdis adalah suatu kewenangan yang berdiri bedasarkan
asas hukum, dimana kewenangaan ini tidak suatu hal yang berdiri
individual, tetapi berdiri berdasarkan atas hokum yang telah memiliki
batas oleh kaidah - kaidah hukum. Asal kata Yurisdis dari bahasa latin
“jurisdiction”. Mempunyai 2 kata, yaitu “juris” Yyang berarti
“kepunyaan menurut asas hukum” dan “diction” yang berarti “sabda”.
Oleh karena itu disimpulkan sesuai bahasa latinnya yaitu :
a. Kepemilikan atau kepunyaan yang telah ditetapkan oleh hukum;
b. Hak yang mengikuti hukum;
c.  Suatu kekuasaan yang menurut hokum,
d. Wewenang yang menurut hokum.
H. Metodologi Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara dengan memakai pendapat atau
pikiran secara bersamaan demi mencapai suaitu tujuan dengan cara mencari,
merumuskan, menganalisis dan mencatat hingga sampai tahap menyusun
laporan.!! Sebuah istilah yang dinamakan metodologi berasal dari kata

metode yang artinya jalan, tetapi menurut kebiasaan metode biasanya

1 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.



15

dirumuskan menggunakan kemungkinan tipe-tipe yang di gunakan dalam

penilaian dan penelitian.*?

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis mengunakan jenis penelitian yaitu
penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum secara normatif. Dalam
penelitian secara kualitatif menjadi salah satu prosedur dari proses
pembuatan penelitian, lalu hasilnya menjadi sesuatu yang
dideskripsikan menggunakan lisan atau kalimat tertulis beradasarkan
kejadian atau sesuatu hal yang diamati. Kemudian selain kualitatif ada
juga penggunaan penelitian hukum secara normative yang merupakan
jenis penelitian yang bertujuan menjadikan kedudukan hukum sebagai

bahan dari sistem norma yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang kami gunakan atau digunakan penulis
menggunakan pendekatan bersifat Yuridis Empiris. Maksut dari
pendekatan yuridis Empiris adalah merupakan jenis penelitian hukum
sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.®3
Yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi
di kehidupan masyarakat. yuridis Empiris juga pendekatanjyang dalam
hal ini berfokus kepada penelitian denagn tujuan mendapatkan
pengetahuan hukum menggunakan * jalan secara langsung terjun ke
obyeknya untuk mengetahui tindak pidana korupsi APBDes Desa
Bunut Kabupaten Tuban studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Tuban

secara langsung.

3. Sumber Data Penelitian
Didalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan diambil
berdasarkan data skunder dan primer.

12 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),5.
13 Moch. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 5.
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Sumber data merupakan sumber di mana penelitian ini memperoleh
data.** Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sember-sumber
dibawabh ini:

a. Sumber Data Primer
Data ini diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait
dalam permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian.™

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengumpulan

data penelitian normatif menggunakan wawancara secara langsung

kepada beberapa pihak yang terkait dengan instansi yang
berhubungan dengan perkara kejaksaan nomor:

X.700/276/414.060/2021.

b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder penelitian ini bersumber dari beberapa data
resmi yang diperoleh dengan cara menggunakan rincian hasil audit
uang pajak dan proyek yang digunakan oleh pelaku NAI dari kas
desa bunut tahun anggaran 2016 sampai 2019 hingga
c. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulismemutuskan untuk mengambil
atau menggunakan lokasi penelitian skripsi di kantor kejaksaan

Negeri- kota Tuban yang beralamatkan di Jalan RA. Kartini,

Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311

yang satu-satunya kejaksaan yahg berwenang atau memiliki hak

untuk memeriksa, mengadili, memutus, perkara para orang-orang
yang telah berurusan dengan tindak pidana korupsi. Disamping itu
instansi kejaksaan Negeri Tuban juga bagus dan berkompeten
dalam memberikan data yang saya butuhkan untuk penelitian ini

mengenai tindak pidana korupsi APBDes Desa Bunut.

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), 10.
15 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),30.
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Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik Pengumpulan Data yang digunakan Pada bagian ini,

penulis  memperoleh banyak data otentik, akurat, sistematis, dan

relevan hal tersebut bisa didaptkan karna dilakukan dengan cara

mengumpukan data primer maupun sekunder, unsur tesebut disesuaikan

menggunakan pendekatan penelitian:

a.

Wawancara

Sedikit penjelasan dalam wawancara yang penulis gunakan
merupakan teknik pengambilan data dengan maksut menjadi
sampel pemenuhan pengumpulan data. Wawancara tersebut
diupayakan dapat menghasilkan semua jawaban atau keterangan
yang didapat mengenai kasus yang akan dianalisis hal-hal yang
diinginkan diperoleh dan direkam dengan baik.’®* Wawancara
dilakukan dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara
pengumpul data dengan koresponden.t” Wawancara terdapat di
dalam tindakan pengumpulan fakta sosial yang nantinya digunakan
sebagai bahan kajian ilmu hukum normatif, akan dilksanakan
menggunakan cara tanya jawab langsung yang dimana pertanyaan
akan disusun dalam cara yang sistematis, terarah dan jelas sesuai
isu perkara nomor: X.700/276/414.060/2021 dalam - penelitian
penulis. Kemudian pengelolaan data akan ditelusuri, diperoleh dan
dicari melalui wawancara Iangsuhg kepada :
1) Andy Rachman, S.H. Kepala Seksi pidana khusus Kejaksaan

Negeri Tuban.
2) Achmad Fadlil Asrori Selaku Staf Intel Kejaksaan Negeri

Tuban.

16 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008),

167-168.

7 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 72.
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b. Dokumentasi

Salah satu cara atau metode dalam mengumpulkan data yang
digunakan adalah melalui metode menelusuri beberapa data
historis, dengan demikian dokumentasi yang berada dalam
penelitian memiliki peran penting.'® Dalam teknik dokumentasi
biasanya dapat berwujud gambar atau sumber tertulis. Gambar atau
sumber tertulis dapat berupa dokumen resmi, majalah, buku,
dokumen pribadi, arsip atau foto yang berkaitan erat dengan
permasalahan.*®* Dokumentasi diperlukan dalam penelitian yang

berkaitan dengan kronologi kasus, dakwaan hingga ke surat Jaksa.

5. Teknik Pengolahan Data
Jika semua data yang di perlukan sudah terkumpul maka langkah
selanjutkan adalah melakukan pengelolaan data, teknik ini ada beberapa
tingkatan seperi berikut:
a. Editing
Editing atau merubah adalah pengelolaan data dengan
menggunakan cara pengamatan kembali terhadap data-data yang
sudah terkumpul dengan cara memastikan dan membedakan data
yang diperoleh dari berbagai segi yang mencakup kesesuaian atau
kelarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejélasan serta
relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.
b. Analyzing
Analyzing atau analisa merupakan cara terakhir dari teknik
pengelolaan data atau lanjutan dari proses yang sudah dilakukan
yaitu editing dan organizing data yang sudah didapatkan dari
beberapa sumber penelitian, di mana dalam menghasilkan sebuah

kesimpulan menggunakan prinsip dan dalil-dalil yang lainnya.?

18 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 129.

19 Sudarto, Metodelogi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

20 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
21 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
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6. Teknik Analisis Data

Dalam proses menata serta menyusun sebuah pola data kedalam
kategori, pola, satuan uruian dalam dasar hingga diperoleh tema dan
dirumuskan kedalam hipotesis yang akan dilakukan penulis untuk
penelitian ini. Kemudian data pada lapangan yang sudha dikumpulkan
oleh penulis lanjut mengelola serta menganalisa menggunakan analisis
deskriptif kualitatif.

Analisa data yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif
kualitatif yaitu suatu methode penulisan yang dihasilkan dari penelitian
dengan menggunakan data serta data fakta dengan menggambarkan
setiap aspek yang ada. Kesimpulanya analisa ini bermaksut untuk dapat
mengetahui “Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Desa Bunut Kabupaten Tuban (Studi Kasus Di
Kejaksaan Negeri Tuban)”.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang penulis buat secara garis besar
mempunyai lima bab, dimana pada setiap babnya ada sub sub pembahasan.

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang akan berisi latar belakang
masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

Bab Kedua yaitu Kkajian teoritis yang berisi tentang 1) Teori
penyalahgunaan wewenang, 2) Undang - Undang No.20 Th 2001 tentang
Perubahan atas Undang - Undang No0.31 Th 1999 tentang Pemberatasan
Tipikor, dan 3) Korupsi dalam Hukum Islam.

Bab Ketiga yaitu hasil penelitian berisi tentang 1) Gambaran
umumnya Kejaksaan Negeri Tuban, 2) Deskripsi kasus korupsi dana
APBDes Desa Bunut, Tuban, dan 3) Upaya penyelesaian kasus korupsi dana
APBDes Desa Bunut, Tuban.

Bab Keempat yaitu analisis penelitian yang berisi jawaban-jawaban

terhadap rumusan masalah, terdiri dari 1) Faktor-faktor penyebab dan
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modus operandi tindak pidana korupsi dana APBDes Desa Bunut, Tuban,
dan 2) Keputusan Jaksa atas sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi
dana APBDes Desa Bunut, Tuban.

Bab Kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

diperoleh melalui pembahasan dalam Bab satu sampai dengan Bab empat.



A.

BAB 11
KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.

Pengertian Tindak Pidana

Jika dilihat dalam bahasa, tindak pidana asalnya dari bahasa latin
delictum. Dalam literature bahasa Jerman disebut dengan delict,
sedangkan padabahasa Belanda dikenal dengan strafbaarfeit lalu dalam
bahasa Prancis dikenal dengan delit! Terdiri dari 2 kata feit &
strafbaar. Feit jika diartikan didalam bahasa Negara Belanda berarti
kenyataan, sedangkan strafbaar artinya di hukum. Secara harfiah kata-
kata strafbaarfeit mempunyai arti sebagai kenyataan yang bisa

dihukum.?

Ditinjau secara istilah, arti tindak pidana merupakan setiap
perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam perundang- undangan
sebagai pelanggaran atau kejahatan. criminal act dapat dimaknai
sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap undang-undang yang

berlaku untuk melindungi kehidupan manusia dari perbuatan jahat.

Sebagai sesuatu yang dilarang, sejatinya tindak pidana berisikan
ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, entah yang bersifat aktif
maupun pasif. Perbuatan dibedakan dengan kejadian atau peristiwa.
Perbuatan manusia adalah apa yang timbul dari diri manusia, jadi bukan
yang muncul sebagai kejadian secara alamiah. Perundang-undangan
hanya akan melarang apa yang diperbuat manusia, bukan apa yang
terjadi pada manusia. Sebagai contoh kematian, jika kematian tersebut
diakibatkan oleh seseorang yang berbuat menghilangkan nyawa
terhadap manusia tersebut, maka ia dapat dianggap sebagai perbuatan
yang dilarang. Namun apabila kematian manusia tersebut disebabkan

! Leeden Marpaung, Unsur - Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: Sinar
Grafika, 1991), 3.
2 Evii Hartanto, Tindak Pidana Korupsi Edisi 1l (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5.

21
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bukan oleh manusia, semisal bencana alam, mati dengan sendirinya,
atau diterkam hewan buas, maka ia Bukanlah hal yang dilarang, sebab

tidak ada unsur perbuatan manusia.’

Istilah dalam tindak pidana adalah hasil dari terjemahan dari
straafbaarfeit yang dikenalkan dari pihak pemerintah Dept. Kejaksaan.
Pada Hindia-Belanda tidak ditemukan suatu penjelasan yang sah perihal
hal yang dimaksudkan oleh straafbaarfeit.* Istiilah yang resmi dipakai
Negara NKRI adalah Straafwetboek, bisa diartikan juga sebagai Kitab
Undang - Undang Hukum Pidana.’

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika
memenuhi dua unsur, yakni kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan
(kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan). Kelakuan merupakan
perbuatan manusia yang dapat dilihat secara empiris, baik itu berbuat
aktif maupun berbuat pasif.

Contoh dari perbuatan yang aktif adalah mencuri. Seseorang baru
disebut mencuri jika ia mulai menggerakkan bagian tubuhnya untuk
mengambil atau memindahkan suatu barang tertentu. Sedangkan contoh
perbuatan manusia yang pasif, adalah pengabaian. Semisal dalam kasus
terdapat segerombol orang yang bermufakat untuk berbuat kehatan
ketertiban umum, lalu ada seseorang yang mengetahui dan diam saja
tanpa melapor polisi atau pejabat yang berwenang.

Kelakuan aktif seorang yang melakukan perbuatan pidana disebut
dengan delik commissionis, sedangkan yang berbuat pasif adalah delik

omissionis. Juga dapat dimungkinkan bahwa seorang berkelakuan

3 Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Hukum) (Surabaya: Revka Prima Surabaya, 2022), 53-54.

4 Leeden Marpaung, Unsur - Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: Sinar
Grafika, 1991), 4.

5 Wirjpono Prodjodikoro, Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,
2003), 59.
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melanggar hukum yang memungkinkan ia untuk bertindak secara aktif
maupun membiarkan secara pasif. Kelakuan ini disebut dengan delik

commissionis per omissionem comissa.®

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Mengklasifikasikan beberapa kelompok dari jenis orang atau benda
yang sangat berbeda menurut kehendak kelompok itu sama dengan
tindakan kriminal. Teguh Prasetyo, dalam bukunya Hukum Pidana,
mengklasifikasikan kejahatan ke dalam enam kategori yang berbeda.:

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau delik hukum (wetsdelict) dalam bab 11 KUHP
adalah suatu pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa
keadilan, Misalnya menyebabkan pembunuhan, pencurian,
menyakiti orang lain, dan berbagai ketidakseimbangan, ketertiban,
dan keamanan. pelanggaran hukum (wetsdelict) atau pelanggaran
dalam buku Il KUHP. Di sisi lain, buku Hukum Pidana termasuk
melanggar hukum dan tidak mewujudkan keseimbangan sosial.
Misalnya, setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan
umum membutuhkan lisensi. Ini bukan tentang keadilan.

b) Delik Formal (formil) dan delik material (materiil)

Kejahatan formal berfokus pada tindakan yang dilakukan
sementara hasilnya tidak disengaja atau tidak disengaja. Terlepas
dari konsekuensi yang mungkin terjadi, tindakan itu sendiri tidak
konsisten dan dapat dihukum dengan perintah / larangan.” Contoh :
tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP dan dengan penghasutan
pasal 160 KUHP.

Delik substantif adalah kebalikannya, yaitu menitikberatkan
pada akibat yang dilarang yang merupakan akibat dari perbuatan

® Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Hukum). (Surabaya: Revka Prima Surabaya, 2022), 53-54
7 S.Schaffmeister, Hukum Pidana Terjemahan J.E.Sahepaty (Yogyakarta: Liberty, 1995), 31.
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yang dilakukan. Contohnya seperti pembunuhan pada pasal 33,
yang terpenting adalah kejadian terbunuhnya seseorang, untuk
perbuatanya misalnya dengan menembak, menusuk, mencekik, dan
lainnya itu tidak menjadi masalah.
Delik Dolus

Menurut A.Z. Abidin, di Belanda istilah dolus dimaknai
dengan dua unsur, yakni willens en weten yakni menghendaki dan
mengetahui. Pelaku tindak pidana hanya dapat disebut sengaja
apabila ia menghendaki, yakni ada dorongan kuat dalam dirinya
untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga harus ada mengetahui,
yakni si pelaku mengerti bahwa apa diperbuatnya nanti akan
berdampak sesuatu.®
Delik Culpa

Culpa pada satu posisi ia bisa diartikan sebagai kebalikan
daripada kesengajaan, yang berarti tidak sengaja. Namun demikian,
pada posisi yang lain, culpa dapat juga disebut kebalikan dari
kebetulan, yang artinya adalah kesengajaan.
Delik Omissionis dan Delik Commissionis

Arti  Delik Omissionis, adalah melanggar norma yang
memerintahkan.? Contoh yang terdapat pada pasal 522 KUHP saksi
yang tidak hadir atau menghadap ke pengadilan. Sedangkan Delik
Commissionis, adalah terjadinya‘ pelanggaran terhadap norma yang
melarang.l® Contoh mengancam, mengambil, menganiaya,
menembak, dan sebagainya.
Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (klachtdelict) adalah Tindak pidana yang dapat

dituntut berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang berkepentingan

8 Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Hukum). (Surabaya: Revka Prima Surabaya, 2022), 81-87

° Ibid.
10 1bid, 32.
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tergantung pada sifat pelanggaran dan peraturan yang ada, contoh
penghinaan dalam rumah tangga, perzinahan, pencurian dan
pemerasan. Kejahatan umum adalah pencurian dan pembunuhan.
g) Jenis Delik Yang Lain
Delik yang terus berlangsung secara berturut - turut, delik

berkualifikasi, delik propria, delik politik, delik dengan privilege.

4. Jenis - Jenis Pidana
KUHP, sumber utama hukum pidana Indonesia, menguraikan jenis-
jenis kejahatan dalam dua kelompok yang terdapat dalam Pasal 10
KUHP yaitu:
Pidana Pokok, yaitu seperti :
a. Pidana, Kurungan
b. Pidana, Mati
c. Pidana, Penjara
d. Pidana, Denda.
Pidana Tambahan
a. Perampasan Barang-Barang Tertentu
b. Pencabutan Hak - Hak Tertentu

c. . Pengumuman dengan Keputusan Jaksa

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam bahasa latin Korupsi adalah corroptus/corruptio.
Selanjutnya, corruption berasal dari kata corrumpere, bahasa latin yang
munculnya lebih dahulu atau lebih tua. Dari bahasa latin itulah
mengapa kebanyakan bahasa Eropa, Prancis: corrupratio, Belanda:
corruption (korruptie) dan Seperti Inggris: corruption, corrupt.! Pada

Ensiklopedia Indonesia; Korupsi, yang dalam bahasa Latin berarti

11 an Renggong, Hukum Pidana Khusus (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2016), 60.
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penyuapan. Artinya, gejala yang biasa terjadi adalah pejabat yang
membidangi instansi pemerintah menyalahgunakan jabatannya untuk
melakukan pemalsuan, penyuapan, dan pelanggaran lainnya. Korupsi di
Indonesia.!?
Secara harfiah pengertian korupsi:
a. Menurut S. Wojowasito, korupsi W.J.S. Poerwaarminta adalah
korupsi yang jahat, suap, jahat, tidak bermoral dan tidak jujur. 13
b. Korupsi memiliki 3 makna :
- Korupsi merupakan perbuatan buruk seperti halnya
penggelapan harta (uang), penerimaanuang suap dan lainnya,
- Korupsi adalah tindakan busuk gemar menerima uang
suap memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

- Koruptor adalah orang yang melakukan perbuatan korupsi**

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah salah satu kategori khusus dari kegiatan kriminal,
dan badan hukum adalah pejabat publik, korporasi, pejabat, atau seperti
yang tertulis pada pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun
1999 yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Konupsi. Dalam
buku yang diciptakan oleh Wayono tentang pembahasan undang-

undang antikorupsi, termasuk masalah hukum:

a. Korporasi, pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001,
berbunyi:
“Korporasi adalah kumpulan orang atau aset yang terorganisir, baik

berbadan hukum maupun tidak.”

12 Mispansyah dan Amir llyas, Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 17.

13'S. Wojowasito, Kamus Lengkap Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris (Bandung: Hasta, 2005),
5.

14 Evii Hartanto, Tindak Pidana Korupsi Edisi 111 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 8.
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Isi Undang - Undang Dasar itu mengartikan bahwa ada beberapa
jenis badan hukum: kelompok orang dengan harta yang terorganisasi,
kelompok orang yang terorganisasi, atau kelompok harta yang
terorganisasi, terlepas dari apakah itu berbentuk badan hukum. Oleh
doktrin bisa dikatakan korporasi apabila memenuhi beberapa syarat
berikut:

1) Seperti Harta kekayaan yang telah terpisah pisah

2) Organisasi yang teratur

3) Mempunyai kepentingan sendiri

4) Adanya tujuan tertentu

Pegawai Negeri, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan pejabat yang diberikan hakl
dan wwenang oleh undang-undang.’® Seperti yang dimaksud dalam
pasal 92 KUHP yaitu Pegawai negeri terpilih dengan melalui PEMILU
atau pemilihan umum (DPR, MPR, DPR).!® Orang yang menerima
upah atau gaji dari usaha yang menerima hibah negara atau daerah,
anggaran dan pendapatan negara sebagai pendapatan daerah, atau dari
usaha yang menggunakan fasilitas dan modal negara adalah orang yang
menerima upah atau gaji dari usaha yang menggunakan fasilitas dan
modal masyarakat.

b.  Setiap Orang

Siapa saja orang yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor
20 tahun 2001 merupakan perseorangan atau korporasi. Maksud dari
ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang
melakukan tindak pidana korupsi, baik perseorangan maupun pejabat

pemerintah, secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya

15 Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara).
16 pasal 92 Ayat (1), (2) Dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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diri sendiri atau suatu perusahaan dan merugikan keuangan negara.
mungkin untuk memberikan Seseorang dapat dijatuhi sanksi, termasuk

penjara.
Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam dua
kelompok yaitu:

a. Dalam Bab Il yang membahas kelompok tindak pidana dengan
judul Tindak pidana Lain yang ada kaitanya dengan Tindak Pidan
Korupsi, bisa dijumpai dari pasal 12 sampai dengan pasal 24.17

b. Dalam Bab Il yang membahas kelompok tindak pidana denga judul
Tindak Pidana Korupsi, bisa juga dilihat dari pasal 2 sampai pasal
20
Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah

yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan atau perbuatan
yang melibatkan unsur atau maksud untuk memperkaya diri sendiri atau
orang lain.'® Tidak hanya itu, kerugian keuangan publik yang
disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan
kekuasaan yang dilakukan oleh semua orang untuk keuntungan mereka
sendiri.t® Unsurnya jika diuraikan berisi:

a. Setiap orang

b. Menyebabkan kerugian perekonomian dan keuangan negara.

c. Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
karena kedudukan atau jabatan

d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi,

17 Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 2 (Jember: Jember Katamedia, 2017), 13.
18 Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara).

9 1bid.
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4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jika dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun
1999 ada 2 jenis tindak pidana korupsi yaitu:

a. Penyalahgunaan wewenang untuk keperluan dan kepentingan diri
sendiri, orang lain hingga suatu korporasi yang dapat merugikan
perekonomian dan keuangan Negara (pasal 3)

b. Melawan hukum dengan maksut memperkaya diri sendiri, orang
lain atau suatu korporasi serta menyebabkan kerugian
perekonomian dan keuangan Negara (pasal 2 ayat (1))

Berdasarkan jenis tindak pidana korupsi di dalam UU Nomor 20
tahun 2001, penulis bisa menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi
dapat di kategorikan atau di kelompokan menjadi:

a. Melanggar hukum untuk menghasilkan uang untuk diri sendiri.?

b. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat gratifikasi,

c. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat pemerasan,

d. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat menyuap,

e. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat. perbuatan curang

5. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Perkara Tindak Pidana Korupsi

Memidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Isi dari
ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 berupa :
a.  Pidana Penjara |
Pasalnya berada dalam pasal 2 sampai dengan pasal 24
yaitu pasal 2 ayat (1), pasal 3, sampai dengan pasal 12,
kemudian pasal 21, sampai dengan pasal 24.
Menggunakan ancaman pidana penjara dengan batas waktu
seumur hidup jika dilihat pada pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal
12. Batas waktu pidana penjara paling sedikitnya adalah 1 (satu)

20 Abdul Latif, Hukum Adminitrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Pranada
Media Grup, 2014), 45.
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tahun dan paling lambat adalah selama 20 (dua puluh) tahun jika

dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 12.
Pidana Mati

terdapat di pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun

1999 yang dilakukan dengan keadaan tertentu. Maksud dari

tertentu dalah dilakukan saat Negara sedang mengalami kondisi

bahaya, bahaya tersebut seperti terjadi bencana alam nasional, atau

pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

Pidana Tambahan

1)

2)

3)

4)

5)

Pencabutan sebagian hingga seluruh hak-hak keuntungan
tertentu yang sudah diberikan pemerintah kepada terpidana.
Dalam waktu palimg lama 1 (satu) tahun penutupan sebagian
hingga seluruh perusahaan

Besarnya ganti rugi yang harus dibayar sama dengan harta
benda yang diperoleh dari perampasan harta benda tertentu
secara tidak sah, termasuk harta benda berwujud atau tidak
berwujud, harta benda pribadi atau harta tak gerak yang
digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi. Barang-barang
yang telah melakukan tindak pidana korupsi atau pengganti
barang-barang tersebut.

Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup atau sebanding
untuk membayar uang pengganti maka pelaku terpidana akan
diberikan saksi berupa hukuman penjara yang sudah
ditentukan dalam UU No. 31 Tahun 1999.

Jika terpidana tidak mampu membayar ganti rugi setelah
putusan pengadilan yang final, barang atau barang milik
pelaku atas nama pelaku disita oleh kejaksaan dalam jangka
waktu paling lama satu bulan, dapat dinyatakan dengan Kantor

kejaksaan karena diduga melelang ganti rugi.
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C. Tinjauan Umum Anggaran Dana Desa

1.  Pengertian Tentang Anggaran Dana Desa

Dalam Undang-Undang Desa, yang disebut sebagai Dana Desa
didefinisikan sebagai suatu dana yang sumbernya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk
keperluan Desa yang anggaranya ditransfer melalui Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan kota kemudian dana tersebut
digunakan unuk membiayai pelaksanaan pembangunan,
penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Mekanisme pengalokasian dana desa dan sumber dananya
berdasarkan Perpres No. 60 Tahun 2014, yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan
secara merata berdasarkan: Termasuk dana desa. Dihitung dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan,
dan tingkat kesulitan desa masing-masing kotamadya.?*

Dalam mekanisme penyaluran dana desa terdapat dua tahap, yang
pertama adalah mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap
mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa,

Dana desa dibayarkan secara berjenjang sesuai aturan yang telah
ditentukan.Kepala desa menyerahkan pembayaran pertama langsung
kepada bupati melalui Camat, disertai integritas administrasi yang telah
ditetapkan.?

Anggaran yang cair yang selanjutnya atau bisa disebut tahap dua,

bisa dilakuakan jika penggunaan anggaran pada pencairan pertama

21 ‘Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya’, Pengadaan, 2020
<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html> [accessed 17 March 2022],
Pukul: 20.30 WIB.

22 Sri Mulyani, Buku Pintar Dana Desa (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbabangan, 2017), 38.
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sudah dipertanggungjawabkan dari segi administratif, secara hukum dan
secara teknis. Pencairan anggaran dari tahap pertama hingga tahap
kedua dilakukan dengan bukti pemindah bukuan dana dari kas daerah
ke rekening kasdesa kemudian alokasi Dana Desa dari kas desa sampai
kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah tahapan prosedur pencairan dana desa sampai
kepada pemimpin pelaksana kegiatan.

Perangkat Desa menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran
(SPP) yang dilampirkan pada Rencana Permohonan Desa (RKD) dan
bukti pembayaran sebelumnya kepada Kepala Desa melalui Sekretariat
Desa. Kepala Desa terus mengkaji (memeriksa) berkas-berkas untuk
memverifikasi kelengkapan SPP dan jika dianggap sesuai, menerbitkan
Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala
Desa sawah. Perangkat desa menerima SPM dan menyetorkannya ke
bank pilihan melalui surat rekomendasi dari Camat kepada penyimpan
uang desa. Uang yang sudah di cairkan oleh pemegang kas desa lalu di
bukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk kemudian diserahkan
kepada kepala atau pimpinan dari kegiatan dengan disertai bukti serah

terima penerimaan.?

Tujuan Anggaran Dana Desa

Di dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
tujuan dari disalurkannya anggaran dana desa adalah sebagai bentuk
dari komitmen negara dalam upaya melindungi dan memberdayakan
masyarakat desa agar menjadi lebih maju, kuat, demokratis dan
mandiri. adanya Anggaran Dana Desa, desa bisa menciptakan banyak

inovasi pemberdayaan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang

28 1bid, 40.
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makmur, sejahtera dan adil.>* Sementara itu tujuan Alokasi Dana Desa

yaitu:

a. Meningkatkan  kualitas  perencanaan  dan  penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan penguatan masyarakat desa.

b. Untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan sosial.

c. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial budaya dan agama
untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik;

d. Mempromosikan pembangunan infrastruktur lokal berdasarkan
pemerataan dan kearifan lokal.

e. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

f.  Untuk meningkatakan hasil pedapatan desa dan masyarakat desa
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

g. Untuk mendorong peningkatan ke swadayaan dan gotong royong
oleh masyarakat desa.

Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
pembiayaan kegiatan operasional desa yaitu biaya operasional BPD
menjadi tanggungan Tim Pelaksana ADD. Di sisi lain, hingga 70 desa
telah mendapatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam
pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di
bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan khususnya dalam
penanggulangan kemiskinan, dan ,dukungan dana dari BUMDes,
lembaga kemasyarakatan kepala desa. .digunakan dalam keberadaan.
Membentuk kelompok usaha sesuai dengan kelayakan ekonomi
masyarakat desa, serta dukungan dana kepada lembaga desa yang ada
seperti PKK, Karang Taruna, LPMD, RT, RW, Linmas.?®

3. Fungsi Anggaran Dana Desa
Fungsi ADD pada dasarnya adalah untuk mendukung dan
meningkatkan kinerja dan efektivitas pihak desa, agar dana desa

24 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara).
25 Sri Mulyani, Buku Pintar Dana Desa (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbabangan, 2017), 27.
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memiliki rancangan pembangunan yang lebih baik dan adil, dan fungsi

lainnya adalah:

a. Anggaran Dana Perdesaan senantiasa digunakan untuk pembiayaan

dan pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat di tingkat desa
dengan tujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesejahteraan
masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan serta
mengurangi  kemiskinan. Prioritas ADD ditugaskan untuk
memfokuskan pendanaan di bidang pemberdayaan masyarakat,
sejalan dengan pencapaian tujuan RKPDes dan RPJMDes setiap
tahun, berdasarkan status dan potensi desa, melalui ADD lebih di
prioritaskan untuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti:
Upaya Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu

Upaya pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes

Upaya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)

Anggaran dana desa juga mengutamakan pembangunan sarana dan

prasarana desa:

a.
b.

e.
f.

g.

Pemeliharaan dan pemeliharaan jalan dan infrastruktur pertanian.
Alokasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
jembatan dan jalan desa setempat.

Pembangunan energi baru dan terbarukan.

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung
desa.

Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.

Pengembangan dan pengelolaan air bersih skala desa.

Anggaran Dana Desa mendukung potensi ekonomi lokal desa untuk

mengembangkan potensi  kewirausahaan, meningkatkan pendapatan

masyarakat, dan meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan dalam

menumbuhkan skala ekonomi ganda dari masyarakat pedesaan.
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Berdasarkan keyakinan bahwa pengelolaan ADD merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, maka
semua kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan
dan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan
masyarakat desa. , Hukum dan Teknologi. Dana desa digunakan secara tepat
sasaran, efisien, ekonomis, efektif dan terkendali.

Jika ADD diharuskan untuk dilakukan sesuai dengan hukum dan
peraturan yang berlaku, ADD harus dikelola secara bertanggung jawab dan
dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan ini. pemerintah desa.

Agar pembangunan desa dapat diwujudkan oleh pemerintah desa dan
masyarakatnya, alokasi dana desa (ADD) membawa banyak manfaat bagi
masyarakat desa. Hasil untuk Musrenbang (wadah masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi kritik dan saran dari program pemerintah) yang
dilakukannya. Karena Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk
memperoleh saran dan masukan dari masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan yang Berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan mengikuti mekanisme dan berpedoman
pada acuan yang berlaku, akuntabilitas pengelolaan dan alokasi dana desa
dapat tercapai dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Tentunya pemerintah
dan lembaga desa juga harus berpartisipasi dalam proses perumusan rencana
pembangunan desa, memperhatikan kondisi anggaran yang tersedia, jumlah
PAD vyang diterima, jumlah PAD yang diharapkan akan diterima, dan
dukungan pemerintah. Penerimaan lainnya menurut undang-undang yang
dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Ketika Anda memiliki banyak
rencana pengembangan untuk diterapkan dan anggaran yang tersedia
langka, Anda perlu memprioritaskan pengembangan Anda. Dengan
demikian, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan setiap tahun.?




36

Pengawasan Anggaran Dana Desa

Pemantauan itu sendiri adalah kegiatan membandingkan atau
mengukur pencapaian terhadap standar norma yang telah ditetapkan
sebelumnya. Pemantauan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi
untuk memperbaiki program kegiatan yang akan datang atau untuk
melakukan perbaikan selama kegiatan agar tujuan yang direncanakan
tercapai secara memadai. Menurut Suharto, selain pengawasan dan
pengawasan, tujuan pemantauan diri antara lain:

a. Bagaimana aktivitas tersebut digunakan dalam praktik.

b. Ketahui cara menggunakan sumber daya dalam rencana Anda.

c. Apakah semua aspek perencanaan dan pelaksanaan berjalan seperti
yang diharapkan.

d. Apakah tenggat waktu pelaksanaan dipenuhi dengan benar.

Oleh karena itu, pemantauan adalah mekanisme yang digunakan
untuk memperbaiki potensi perbedaan dalam kegiatan dengan
membandingkan apa yang sedang dilakukan dan apa yang diharapkan.
Dari pengertian di atas, pemantauan dalam penelitian ini dapat
dipahami sebagai tindakan untuk mengaktifkan atau mempertahankan
rencana sesuai dengan isi yang telah ditentukan. Penyimpangan dari
rencana yang ada dapat terjadi karena pemantauan atau pengawasan
dilakukan untuk pengelolaan yang efektif.

Pengawasan yang terkait dengah penelitian ini adalah pengelolaan
dan pengawasan ADS di desa oleh tim pengelola tingkat kabupaten dan
tim fasilitas kabupaten. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat
Kecamatan, dan Tim Sarana Tingkat Kabupaten. Monitoring dan
evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara Musyawarah desa di

desa, pertemuan kelompok (kelompok nelayan, petani, nelayan,

% 1bid, 47.



37

pengusaha, dll), kunjungan lapangan, studi banding dengan desa lain,

atau hanya dengan mempelajari dokumen. dokumen tertentu. Operasi

pada tahap monitor adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan kegiatan dilakukan oleh Tim Pendamping.

b. Pengendalian, evaluasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan
alokasi dana akan dilakukan oleh kepala desa, tim pengelola
tingkat provinsi, dan tim fasilitas tingkat provinsi.

D. Penuntutan (requsitoir)

Pengertian penuntutan secara yuridis Empiris diatur dalam Pasal 1
angka 7 KUHAP yang menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan
kejaksaan atau penuntut umum untuk menyerahkan suatu perkara pidana ke
pengadilan tingkat kabupaten atau negeri yang berwenang dengan syarat
dan menurut metode yang sudah ditentukan dalam pasal ini dengan
permintaan supaya ditinjau dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
negri.?’

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, pengfertian penuntutuan adalah
meminta seorang terdakwa di hadapan hakim pidana untuk menyerahkan
berkas perkara terdakwa kepada hakim dengan permintaan agar hakim
meninjau dan kemudian memutus perkara pidana terhadap terdakwa.?®

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap mengatakan, bahwa penuntutan
adalah suatu. yang dikerjakan oleh penuntut umum dengan tujuan
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memegang
wewenang dalam cara yang ditetapkan dalam undang-undang dengan
permohonan supaya diperiksa dan diputus oleh pihak hakim di sidang
pengadian.?®

Tindakan penuntutan dengan membawa suatu kasus pidana ke sidang

Pengadilan subjek penting dalam Hukum Acara Pidana. Karena dalam hal

27 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Pranada Kencana
Media Grup, 2010), 169.

28 1hid.

29 1bid, 170.
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ini telah terjadi perubahan pimpinan dan pejabat yang berwenang untuk
melakukan penuntutan dengan maksut memutuskan mengenai nasib akhir
dari perkara pidana itu, artinya yaitu menghukum tersangka atau
menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Pejabat yang memiliki hak melakukan penuntutan adalah pihak
penuntut umum. Dilihat dari Pasal 13 KUHAP, maksut dengan penuntut
umum vyaitu pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
melaksanakan penetapan hakim dan melakukan penuntutan adalah jaksa.

E. Penyalahgunaan Kewenangan

Operasi pemerintahan membutuhkan legitimasi, otoritas ketertiban
hukum. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi tidaklah salah, karena
terjadi secara sadar atau tidak sadar, yaitu sebagai pengalih perhatian dari
tujuan yang diberikan kepada kita sebagai pengemban wewenang.
Wewenang merupakan keseluruhan dari berbagai macam aturan yang
berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah yang
diberikan dari pembentuk UU.*° Adapun Yurisdiksi adalah tindakan atau
kemampuan untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat menurut hukum.,®! Termasuk dimana di dalamnya ada
hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan setiap tindakan atau
perbuatan pemerintah.

Penyalahgunaan wewenang (Detournement Depouvoir) dalam hal
instansi pemerintah atau pegawai négeri yang merupakan instansi
pemerintah terpenting menurut undang-undang pemerintah nasional
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pemerintahan Nasional;*?

a. Mencampur adukkan suatu wewenang

b. Telah melampaui batas wewenang

30 H.D. Stoout, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2016), 98.

31 p.Nicolai, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 2 (Jakarta: Pranada Grup, 2016), 102.

%2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara).
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c. Bertindak Sewenang - wenang

Melebihi wewenang yang dijelaskan dalam Bagian 18 Undang-Undang
Administrasi Pemerintah;

a. Melebihi waktu batas berlakunya suatu wewenang

b. Melebihi masa jabatan atau batas-batas berlakunya jabatan atau

surat kuasa

c. Bertentangan dengan hukum peraturan perundang - undangan

Suatu Konsep penyalahgunaan wewenang kekuasaan dalam hal ini
adalah pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang

bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
F.  Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam
1.  Pengetian Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum Islam klasik, para ahli hukum tidak menganjurkan
korupsi. Hal ini didasarkan pada situasi dan kondisi pada saat sistem
manajemen belum ada. Menurut prinsip-prinsip hukum pidana, suap
dan pencurian memiliki kesamaan bahwa mereka saling merugikan.
Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah teknologi, bukan
prinsip.®

Dalam literasi bahasa Arab, tindak pidana korupsi disebut dengan
Risywah 'yang artinya korupsi atau penyuapan. Risywah juga bisa
diartikan ' sebagai suap. Dosa korupsi tidak hanya dilihat sebagai
tindakan perusakan dan pengkhianatan, tetapi juga disebut sebagai
fasad (ifsad) atau sepihak dan ghulul.3*

Para ulama umumnya mengaitkan Gruul dengan peristiwa Perang
Uhud tahun ke-3 Hijriah, tetapi ada juga narasi narasi yang

mengungkapkan bahwa bagian ini diturunkan tentang jatuhnya Manusia

33 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 72.
3 M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), 36.
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Beludru Merah yang kalah dalam pertempuran.®®. Seperti firman Allah
dalam QS. Ali-Imran 3: 161.

G Y by s U (ol 3 A35 B Aalal) a3 08 Ly ol O3 (a3 05 & £l IS
Artinya : “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan
harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, nsicaya pada hari
kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.
Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai
dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalim "i.%

Dalam ayat ini, makna pesan hukum meliputi: “al-guluul” itu
haram hukumnya dan sesuatu yang tersirat dari penggunaan frasa “al-
tarhib” atau “al-wa’id”, yakni berupa Lol am 08 el 0k a3 Dan
dalam surat Al-Anfal Qs. al-Anfaal: 27

&9l 2]y akiULal 1 68 6453 sl s A2 1 65 645 ¥ 1 sl il g3
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah
kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui.”™’
Dalam hadits sendiri terdapat beberapa penjelasan tentang larangan
korupsi. Dijelaskan oleh Musnad Ibn Hanbal, jilid. 5, halaman 279
i 3 (i RN S BRI 3 allag e A i 0 s Ga 0B sk e
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin ‘Amir telah
bercerita kepada kami Abu Bakar bin ‘Ayyasy dari Laits dari Abu Al
Khoththob dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata; Rasulullah

% Ibid, 79.

3% Syaamil Al-Qur’an, Departemen Agama Rl Al-Qur’an Dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma
Examedia Arkanleema).

37 “Korupsi (Ghulul), Menggelapkan Harta Rakyat’, Wordpress.
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Shallallahu’alaihiwasallam melaknat orang yang menyuap, yang

disuap dan perantaranya (broker, makelar).”

Dalam Riwayat Imam Bukhari :
AT A (e s AT Al asle ) T o
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah
menceritakan kepada kami Syu’bah ia berkata; telah mengabarkan
kepadaku Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid
dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Bahwasanya beliau melarang

nuhbah (harta rampokan) dan perbuatan mutilasi.”
Dalam riwayat Imam At-Turmudzi:

Ay 3l 4 A T ) (g (a1 OB g a8 0
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah
menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin
Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin ‘Amru ia berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang
memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya.” . |
Di sisi lain, tidak banyak penjelasan tentang korupsi dalam Al-
Qur'an atau hadits, tetapi karena barang dan aset yang dicuri adalah
milik orang dan bangsa lain, korupsi disamakan dengan suap dan

pencurian, menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. pada titik ini.%®

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Islam

Beberapa jenis tindak pidana Figh Jinayah (jarimah) memiliki
unsur dan definisi yang mendekati istilah terminology korupsi di masa

sekarang, beberapa di antaranya arimah tersebut adalah ghulul

38 Sufyan Jawas, ‘5 Hadist Tentang Larangan Korupsi’, Islampos, 2022.
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(penggelapan), risywah (suap), ghasab (menyita), khianat, sariqah
(pencurian), hirabah (perampokan), al-maks (pungli), al-ikhtilas
(pencopet) dan al-ihtihab (penjarahan).

a. Ghulul (penggelapan)

Secara etimologis kata ghulul berasal dari kata “Oiaz - &
diartikan oleh Ibnul al - Manzhur dengan arti “sangat kehausan dan
kepanasan” Adapun kata «J3&d” memiliki arti berkhianat terhadap
harta rampasan perang, sebagaimana dalam QS.Ali-Imran/3:161.

Atas dasar Qs.Ali-Imran / 3:161 dan hadist Abu Dawud pada
awalnya ghulul adalah suatu tindakan penggelapan sebagian harta
rampasan perang dan harta Negara dalam bentuk lainnya, seperti zakat.
Adapun hukuman Jarimah ghulul terhadap harta rampasan perang di
zaman Rasulullah S.A.W harta rampasan yang digelapkan adalah
sebuah tali sepatu, jas hujan dan manik - manik seharga 2 dirham.*
Dalam hukum tindak pidana islam, tindak pidana korupsi yang ada
dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang - Undang No.31 Tahun 1999
di identifikasi dengan lebih merujuk kepada masalah al-suht dan al-
ghulul yang dikecam dan dilarang keras baik dalam Al-Qur’an maupun
hadits.

b. Risywah (penyuapan)

Secara arti etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab « - (&)
$4 yang masdar, bisa dibaca huruf ra’-nya dibaca kasrah, fathah
atau dammah berarti “Jaad” yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.
Secara arti terminologis, arti risywah adalah sesuatu yang diberikan
dalam rangka untuk mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang
diberikan untuk membenarkan yang salah atau batil.*°
c. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

3% M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), 169.

40 1bid, 89.
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Secara arti etimologis ghasab berasal dari kata “%a&” yang berarti
mengambil sesuatu secara dzalim dan dengan paksaan. Muhammad Al-
Khatib Al-Syarbini menjelaskan bahwa definisi ghasab secara arti
etimologis lebih lengkap dari definisi di atas, yaitu: dalam bahasa
berarti mengambil sesuatu secara dzalim, sebelum mengambilnya
secara dzalim yang dilakukan secara terang - terangan. Sedangkan itu
Al-Jurjani mengartikan ghasab secara arti etimologis yaitu mengambil
sesuatu secara dzalim, baik yang diambil itu harta atau barang atau
benda berharga yang lain. Sedangkan secara arti terminologis, ghasab
adalah suatu upaya untuk menguasai dan memiliki hak orang lain secara
dzalim dengan permusuhan dan dengan terang - terangan.

d. Khianat

Adapun kata khianat berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk
humum bacaan atau masdar dari kata “Gds - G4 kata kerja yang
berarti sikap tidak mampunnya seseorang pada saat diberikan suatu
kepercayaan.*!

e. Sarigah (Pencurian)

Secara arti etimologis sarigah adalah bentuk hukum bacaan atau
masdar dari kata “®;w” yaitu seseorang milik harta mengambil berarti
yang @~ - (3= dengan sembunyi - sembunyi dan dengan tipu daya.
Sedangkan secara arti terminologis sarigah dalam syariat islam adalah
mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku,
disimpan di tempat yang aman, atau disimpan dan diambil secara
rahasia oleh mukallaf dan tanpa unsur kecurigaan sehingga jika barang
tersebut bernilai kurang dari sepuluh dirham maka tidak dianggap
pencurian..*

f.  Hirabah (Perampokan)

1 1bid, 105.
42 1bid, 117.
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Secara arti etimologis kejahatan hirabah memiliki bentuk hukum
bacaan atau masdar dari kata kerja *""4aaa — GAk — QA — 4)a
yang berarti »45&” yaitu memerangi (perang) atau dalam kalimat « ¢k
4w perarti seseorang dengan bermaksiat kepada Allah SWT. Secara arti
terminologis, quttaa’u al-tariiq atau muhariib adalah mereka yang
melakukan penyerangan dengan masing masing membawa senjata
tajam kepada komunitas sehingga para pelaku dapat merampas harta
kekayaan mereka di tempat terbuka secara terang-terangan.*®

43 1bid, 122.



BAB Il11
DATA TINDAK PIDANA KORUPSI APBDes PERANGKAT DESA
BUNUT
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBDes
di Kejaksaan Negeri Tuban Pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
: X.700/276/414.060/2021

Pengaturan tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tindak
pidana korupsi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tuban Pada
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  Register Perkara No.
X.700/276/414.060/2021, yaitu sebagai berikut:

B. Posisi Kasus

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kejaksaan
negeri Tuban, berikut kronologi kasus korupsi dana APBDes yang
dilakukan oleh Perangkat desa Bunut :*

Bahwa Terdakwa NAI sebagai Kepala Urusan Perencanaan,
Pemerintah Desa Bunut, Kecamatan Widang. Kabupaten Tuban. Pada
mulanya tahun 2016, Terdakwa yang pada Saat itu menjabat sebagal Kaur
Perencanaan Pemerintah Desa Bunut berdasarkan perintah lisan dari Kades
Bunut mendapat tugas tambahan untuk mémbantu tugas Saksi dengan inisial
KY selaku Kaur Keuangan. Selanjutnya pada Tahun 2017 Terdakwa secara
resmi diangkat oleh Kades Bunut menjadi Kaur Keuangan. Adapun dalam
jabatan selaku Kaur Keuangan, Terdakwa memiliki tugas dan
tanggungjawab kePerangkatan dalam pengelolaan keuangan Desa Bunut.

Kemudian selama Tahun Anggaran (selanjutnya disebut TA.) 2016 s/d
TA. 2019, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya
disebut APBDes) Desa Bunut terdapat kegiatan pembangunan fisik yang
bersumber dari beberapa mata anggaran yaitu Alokasi Dana Desa (ADD)

1 Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), Wawancara, Tuban, 22 August 2022.
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dan Dana Desa (DD) dengan rincian :
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Tahun Anggaran / Anggaran Tim Pelaksana
No ) ) Sumber
Pekerjaan (Rp.) Kegiatan (TPK)
TA.2016
Pembangunan Gapura Iwan Setiawan,

1. 75.500.000,- ) DD
Masuk 2 Mubhadi, Ina
Pembangunan Gapura Pancawati, Sun’an

2. _ 32.884.000,- DD
Lingkungan Rasemo
Pembangunan Jaringan

3. _ 75.359.158, - DD
Tersier

Choirul Anam,
Pembangunan Tembok ) o
Subandi, Kasiyadi

4. | Penahan Tanah (TPT) 55.596.000,- DD

Sumur Ceren
TA.2017
Pembangunan Pagar

1. 49.349.000,- DD
Makam
Pembangunan Drainase

2. 55.400.000,- DD
Lapangan
Pembangunan Drainase Iwan,Setiawan,

3. _ 40.500.000,- ) | DD
Lingkungan Choirul Anam, Ina
Pembangunan Penerangan Pancawati, Masdi,

4. 32.116.000,- ) ) DD
Jalanan Umum (PJU) Afandi, Kasiyono
Pembbangunan ilrigasi

5. _ 195.000.000,- DD
Tersier
Pembangunan Pagar Balai

6. 50.551.000,- ADD
Desa
Pembangunan Tembok Subandi, Eka Hendri

7. | Penahan Tanah (TPT) 70.000.000,- | Pujianti, Kanang DD
Tlogo Suprapto, Kasiyadi,

8. | Pembangunan Jalanan 68.000.000,- | Sun’an DD
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Paving
TA.2018
Pembangunan Lapangan ) _
) 25.199.000,- | Mustain, Kasiyono DD
Bola Voli
) Kasiyono, lwan
Pembangunan Rumah Tidak ] )
) 60.000.000,- | Setiawan, Mustain, DD
Layak Huni (RTLH) _
Narto Susilo
Pembangunan Sumr Bor B )
150.000.000,- | Majid Kirom, Karsito, DD
Ceren y
Sungkono, Sunariji,
Pembangunan Sumur Bor N
_ 150.000.000,- | Zainuri DD
Balai Desa
Eka Hendri, Narto
Pembangunan JAringan Susilo, Suwandi
o _ 142.000.000,- ) DD
Irigasi Tersier Masdi, Suntono,
Kasnan
Pembangunan Saluran
_ 60.000.000,- | Sumarto, Choirul DD
Drainase
i Anam, Imam, Afandi,
Pembangunan Tambin o )
20.000.000,- | Kasiyadi, Sardi DD
Penahan Tanah (TPT)
lwan Setiawan,
Pembangunan Penerangan Mustain Hendro
14.500.000,- DD
Jalan Umum Suratno, Narto Susilo,
Muhadi
TA.2019
Pembangunan Sumur Bor
) 149.003.500,- o y DD
Lokasi Bengkok Majid Kirom, Sunariji,
Pembangunan Sumur Bor Karsito
) 149.003.500,- DD
Lokasi Tlogo
Pembangunan Rumah Tidak o
30.000.000,- | Majid Kirom DD

Layak Huni (RLTH)
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Tabel 3. 1 Rincian Alokasi APBDes Tahun Anggaran 2016 — 2019

Adapun proses pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik
di Desa Bunut tersebut yaitu mulanya Tersangka Pidana Korupsi (TPK)
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kaur keuangan,
kemudian atas permintaan itu, Kaur keuangan membuat Surat Perintah
Membayar (SPM) yang selanjutnya ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
Setelah itu SPM diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi dan
ditandatangani, kemudian diserahkan kepada Kades untuk ditandatangani.
Setelah SPM ditandatangani, Kaur Keuangan mengajukan rekomendasi
kepada Kecamatan untuk melakukan pencairan dana ke Bank Jatim. Dimana
sejak TA. 2016 s/d TA. 2019, setelah cair, dana yang sejatinya digunakan
untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut dikuasai oleh Kaur Keuangan
untuk kemudian diserahkan kepada TPK pada masing-masing kegiatan.
Proses tersebut berlaku juga pada saat Terdakwa bak sebagal Kaur
Perencanaan yang membantu tugas dari Kaur Keuangan pada TA. 2016 dan
sebagai Kaur Keuangan pada TA. 2017 s/d TA. 2019.

Kemudian setiap kali dana telah dicairkan dan telah dikuasai, Terdakwa
bersama-sama dengan Kades Bunut terlebih dahulu melakukan pemotongan
untuk setiap pekerjaan dengan besaran yang bervariasi dan' tidak jelas
peruntukanya, setelah itu dana baru diberikan kepada TPK. Sehingga dalam
melaksanakan pekerjaannya, TPK hanyé menerima dana yang tidak utuh.

Adapun besaran dari potongan tersebut sebagai berikut :

No Tahun Anggaran / Pekerjaan Anggaran (Rp.) Jumla?RF;)o)tongan
TA.2016

1. | Pembangunan Gapura Masuk 2 75.500.000,- 7.500.000,-

2. | Pembangunan Gapura Lingkungan 32.884.000,- 3.384.000,-

3. | Pembangunan Jaringan Tersier 75.359.158, - 11.309.258,-

4. | Pembangunan Tembok Penahan 55.596.000,- 8.339.000,-
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Tanah (TPT) Sumur Ceren
TA.2017
Pembangunan Pagar Makam 49.349.000,- 7.749.000,-
Pembangunan Drainase Lapangan 55.400.000,- 8.400.000,-
Pembangunan Drainase Lingkungan 40.500.000,- 6.500.000,-
Pembangunan Penerangan Jalanan
32.116.000,- 5.116.000,-
Umum (PJU)
Pembbangunan ilrigasi Tersier 195.000.000,- 33.150.000,-
Pembangunan Pagar Balai Desa 50.551.000,- 7.601.000,-
Pembangunan Tembok Penahan
70.000.000,- 14.000.000,-
Tanah (TPT) Tlogo
Pembangunan Jalanan Paving 68.000.000,- 13.600.000,-
TA.2018
Pembangunan Lapangan Bola Voli 25.199.000,- 5.039.000,-
Pembangunan Rumah Tidak Layak
] 60.000.000,- 6.000.000,-
Huni (RTLH)
Pembangunan Sumr Bor Ceren 6.448.706,-
Pembangunan Sumur Bor Balai Desa 6.448.706,-
Pembangunan JAringan Irigasi
_ 142.000.000,- 128.400.000,-
Tersier
Pembangunan Saluran Drainase :60.000.000,- 12.000.000,-
Pembangunan Tambin Penahan
20.000.000,- 4.000.000,-
Tanah (TPT)
Pembangunan Penerangan Jalan
14.500.000,- 2.175.000,-
Umum
TA.2019
Pembangunan Sumur Bor Lokasi
149.003.500,- 6.500.000,-
Bengkok
Pembangunan Sumur Bor Lokasi 149.003.500,- 6.500.000,-
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Tlogo

Pembangunan Rumah Tidak Layak
Huni (RLTH)

30.000.000,- 2.915.549,-

Tabel 3. 2 Rincian Pemotongan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2016 — 2019

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan

Kades Bunut, perbuatan tersebut yaitu pemotongan dana Kkegiatan

alokasi pembangunan fisik di Desa Bunut yang tidak sesuai dengan
peruntukannya mulai TA 2016 s/d TA. 2019 tersebut bertentangan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pasal 51 huruf b dan ¢ Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Perangkat
Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, pihak lain, anggota keluarga, dan/atau golongan tertentu;
dan menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

Pasal 35 PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa yang pada intinya menjelaskan
Perangkat desa melakukan penata usahaan keuangan Desa dengan
wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
serta. melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan
wajib mempertanggungjawabkan uang  melalui  laporan
pertanggungjawaban.

Pasal 28 huruf b dan huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang pada intinya
melarang perangkat desa untuk membuat keputusan yang
menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak

dan/atau kewajibannya.
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Pasal 2 Perbup Tuban No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa yang menjelaskan Pegelolaan Keuangan Desa
dikelola berdasarkan asas: tertib; taat pada peraturan perundang-
undangan: transparan, bertanggung-jawab.
Pasal 41 ayat (3) Perbup Tuban No. 2 Th. 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan terhadap
pembayaran yang sudah dilakukan Perangkat melakukan
pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum desa.
Pasal 41 Perbup Tuban No. 2 Th. 2016 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa yang mengatur Perangkat desa sebagai wajib
pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dicatat dalam Buku Kas
Pembantu Pajak.
Pasal 42 ayat (1) Perbup Tuban No. 2 Th. 2016 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa yang pada intinya mengatur
"Perangkat Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas:negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Perbup Tuban No.
94 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tuban Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa yang berbunyi
- Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan bebas atas
Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan

yang berlaku,
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- Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai
barang/jasa, modal dan belanja tak terduga

- Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak
yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Kades Bunut, telah

menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yakni Kades Bunut
sebesar Rp. 187.274.524,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus
tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Pemerintah
Desa Bunut mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar itu pula.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Inspektorat Kabupaten Tuban No.:
X.700/276/414.060/201 tgl. 27 Oktober 2021 perihal Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan APBDes Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
TA 2016 s/d TA. 2019 yang ditandatangani oleh sdr. Aguk Waluyo
Raharjo, SH., M.Hum. selaku Inspektur Kabupaten Tuban. *

) Jumlah
Uraian
(Rp.)
Potongan Pajak TA. 2016 s/d TA. 2019 213.075.119,-

Pengembalian ke Rekening Kas Desa atas kelebihan potongan (25.800.595,-)

pajak dari pekerjaan atau kegiatan fisik pada TA. 2018

Total Kerugian Negara 187.274.524,-

Tabel 3.3 Kerugian Total Dana Kegiatan APBDes
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Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana.

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan yang diajukan sebagai penuntut umum atas
dakwaan tambahan lainnya tertanggal 2 Februari 2022 oleh warga desa
Bunut, ia telah membawa NAI ke pengadilan dengan dakwaan sebagai

berikut:
Dakwaan KESATU
PRIMAIR : Sebagai Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh

Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan, Secara
Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang
Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan
Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Yang
Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut. Perbuatan
Terdakwa memenuhi rumusan dan dian¢am pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18
UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana.?

2 Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), Wawancara, Tuban, 22 August 2022.
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SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18
UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah degan
UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana.

D. Alat Bukti

1. Keterangan Saksi
Untuk keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, sampai
dengan satu orang saksi dengan identitas dengan inisial BU yang telah
tercantum dalam surat dakwaan, memberikan data yang dibutuhkan

untuk menunjukan nota barang bukti

2. Barang Bukti

Selain keterangan saksi dan ahli, Jaksa Penuntut Umum juga
menghadirkan alat bukti berupa laporan transaksi pembelanjaan
amggaran Dana Desa pemerintahan Desa Bunut Kecamatan Widang
Kabupaten Tuban TA 2016 — 2019



BAB IV
TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI APBDes PERANGKAT DESA BUNUT

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBDes
Perangkat Desa Bunut
Studi kasus Kejaksaan Negeri Tuban, kasus korupsi penyalahgunaan
kekuasaan oleh salah satu perangkat di Desa Bunut, Kecamatan Widang,
Kabupaten Tuban, dibawa ke persidangan oleh Kejaksaan Negeri Tuban
setelah melalui berbagai pertimbangan,

Dalam wawancara penulis didapatkan pertanyaan dan jawaban sebagai

berikut:
a. Achmad Fadlil Asrori Selaku Staf Intel Kejaksaan Negeri Tuban 19
juli 2022
Penulis: Assalamualaikum Warohmatullah. apakah saya dapat

bertanya mengenai kasus yang terjadi di desa bunut
tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
perangkat desa kepada anda selaku intel Kejaksaan Negri
Tuban?

Bapak Achmad: Waalaikumsalam. Sebaiknya langsung bertanya kepada
Bapak Andy selaku Kasi Pidsus yang menangani kasus
ini mas, karna saya, di bidang intel Cuma bertugas
mengantarkan dan ményampaikan masnya ke bagian
pidsus, tetapi untuk janji bertemunya tidak bisa hari ini,
jadi nanti anda langsung akan diberitau jika jadwal
beliau sudah longgar, untuk kesempatanya mungkin bisa
minggu depan karena minggu ini sampai tanggal 22
kantor sedang banyak agenda berkaitan dengan HUT
Kejaksaan®.

Penulis: baik terimakasih banyak atas bantuanya bapak fadlil,

Wassalamualaikum Warohmatullah.

1 Achmad Fadlil Asrori (Kejaksaan Negeri Tuban), Wawancara, Tuban, 19 juli 2022.
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b. Andy Rachman, S.H. Kepala Seksi pidana khusus Kejaksaan
Negeri Tuban 22 agustus 2022

Penulis:

Bapak Andy:

Penulis:

Bapak Andy:

Penulis:

Bapak Andy:

Assalamualaikum Warohmatullah. Selamat sore Bapak
Andy perkenalkan saya afif mahasiswa uinsa dari
fakultas hukum pidana islam, saya ingin bertanya Bapak
Andy?

Baik silahkan mas?.

Kurang lebih saya sudah membaca kasus ini dari
beberapa sumber Dberita yang ada, baik Bapak,
pertanyaan saya mengenai kasus korupsi yang terjadi di
desa bunut oleh perangkat desa, jadi awalmula kasus ini
diketahui bagaimana Bapak?

Kasus tersebut terbongkar setelah ada laporan
masyarakat. Kemudian, pelaku itu ditetapkan tersangka
oleh tim jaksa penyidik Kejari Tuban, pada tanggal 10
November 2021, Sebelum jadi tersangka, tim jaksa
penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-
saksi dan meminta hasil audit kepada auditor dalam hal
ini Inspektorat Tuban. Alhasil, penyidik kemudian
menetapkan tersangka berdasarkan sejumlah alat-alat
bukti dan keterangan saksi.

Kemudian untuk tanda bukti pemotongan pajaknya
berupa apa nggih?

Kalo bukti pemotonganya tidak ada mas, yang ada itu
bukti transaksi tahun anggaran 2016 sampai 2019. Kalo

2 Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), Wawancara, Tuban, 22 August 2022.
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bukti yang njenengan maksut itu berupa barang ngga
ada.

Penulis : kemudian Apakah saya bisa mengetahui siapa pelaku,
pelapor dan saksi dari kasus ini untuk nantinya saya
wawancarai supaya dapat memenuhi informasi yang saya
butuhkan dalam penelitian saya Bapak Andy?

Bapak Andy: Untuk informasi orang orang yang bersangkutan sebagai
pelaku, sebagai saksi dan pelapor sudah ada, nanti
masnya saya kasih data penyidikan yang memuat
informasi kasus ini, karna saya ngga tau apa yang
samean butuhkan dalam penelitian samean, jadi nanti
silahkan ambil sendiri sesuai apa yang samean kehendaki
untuk penelitian samean mas

Penulis: Baik Bapak terimakasih sudah berkenan atas bantuanya
dan informasinya Assalamualaikum Warohmatullah.

Berdasarkan interview yang penulis dapatkan di kejaksaan dan hasil

dari data yang sudah didapatkan menguraikan bahwa Jaksa dalam
memberikan dakwaan menggunakan pertimbangan hukum atas fakta-fakta
yang ditetapkan sebelum persidangan dan fakta-fakta yang ditetapkan oleh
operasi hukum- adalah hal-hal yang harus dimasukkan dalam putusan.
Dengan menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam
surat dakwaan dan dengan bukti itu meyékinkan bahwa kejahatan itu benar-
benar dilakukan dan bahwa terdakwa melakukannya, yaitu dengan
menghubungkan bukti dokumenter dengan kesaksian. Selain itu, untuk
mendakwa, jaksa juga harus mempertimbangkan unsur pasal yang
didakwakan terhadap terdakwa.

Pertimbangan non-hukum meliputi hal-hal yang memberatkan dan
meringankan antara lain: latar belakang terdakwa, kemampuan untuk
bertanggung jawab kepada terdakwa, dan akibat dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hukum jaksa adalah wajar,
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yaitu memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan terhadap para terdakwa.
Maka perkara ini akan diteruskan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan
putusan dari Hakim.

Dimana dalam perundang-undangan Pasal 3 undang-undang No.31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagi yang
melanggar pasal ini dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00
(satu miliar rupiah). Pada studi kasus ini, Jaksa hanya memberikan dakwaan
karena nantinya kasus ini akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini
sejalan dengan penegakan hukum antikorupsi.

Menurut penulis, ketika menuntut, jaksa seharusnya memperparah apa
pun selain perilaku terdakwa yang dapat merusak kepercayaan publik
terhadap aparat desa. Perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian
ekonomi Negara sebesar Rp.187.274.524,- (seratus delapan puluh tujuh juta
dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
Tingkah laku Terdakwa merupakan salah satu penghambat terbesar
pembangunan di Indonesia.

Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hambatan dan kurang
optimalnya' pembangunan Desa Bunut yang dibiayai oleh  APBDes.
Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Perbuatan
terdakwa seharusnya menguntungkan maéyarakat Desa Bunut. maksimalnya
penggunaan dana secara merata tersebut, yang diharapkan membantu
mobilitas dan semua yang berkaitan dengan masyarakat Desa Bunut.

Dengan perbuatan terdakwa masyarakat Hal ini jelas menghambat
pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Bunut. Perbuatan para tergugat
menyebabkan tidak tercapainya tujuan kesejahteraan bersama. Hal ini
menunjukkan bahwa terdakwa tidak mendukung hakikat kehidupan
bernegara.

Menurut penulis, mengingat tindak pidana korupsi ini merupakan
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kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan tergolong
sebagai kejahatan luar biasa (special crime), maka pemidanaan terhadap
koruptor juga harus mendapat kasus khusus.

Adapun analisis penulis terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan
kewenangan yang dilakukan Perangkat Desa Bunut Kecamatan Widang
studi kasus No.: X.700/276/414.060/2021, dilihat dari segi pidana formil
dan materilnya sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana formil Penerapan hukum pidana formil dapat
diartikan sedemikian rupa sehingga prosedur penanganan perkaranya dapat
diperbandingkan. Seperti halnya penanganan perkara tindak pidana korupsi,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara didahulukan dari perkara
lain dan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku. Namun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 dan 26 UU Tipikor Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dari kasus
terdakwa maka akan dijatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda
sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) bulan.

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.
Rp.187.274.524,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh
empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). paling lama dalam waktu
satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak
membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk
menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana
penjara selama 1 (satu) bulan

Jika penyelesaian tindak pidana korupsi didahulukan dari kasus lain,

maka diajukan ke Kejaksaan Negeri Tuban. Hal ini sesuai dengan situasi di
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mana terdakwa/pengacara, jaksa, penuntut umum, wakil sekretaris, atau
orang lain yang berkepentingan dengan proses litigasi hadir di persidangan,
dan kasus korupsi didahulukan dari kasus lain. Dengan cara yang ditentukan
oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Mengenai kasus Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, hal ini
merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Tuban.

Selanjutnya tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa NAI, selama
pemeriksaan hingga dijatuhkan hukuman (vonis). Hal ini telah sesuai
dengan amanat kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 193 ayat (2)
huruf a dan b yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memerintahkan
terdakwa ditahan jika memenuhi ketentuan dalam pasal 21 dan terdapat
alasan yang cukup untuk itu dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada
dalam tahanan setelah dijatuhkannya putusan saat di Pengadilan Negeri
nantinya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21(1) KUHAP, tersangka atau
terdakwa dapat ditahan jika kemungkinan besar akan melarikan diri,
merusak atau menghancurkan barang bukti, dan/atau mengulangi
kejahatannya. Situasi yang meresahkan ini menyangkut subjektifitas
tersangka atau -terdakwa berdasarkan penilaian subjektif. Penahanan ini
dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan dan
penahanan dapat dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang yaitu
penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan Jaksa.

Hal ini sejalan dengan tidak dilakukannya penahanan terhadap NAI
selama pemeriksaan hingga dijatuhkannya hukuman (vonis) sebab tidak
terdapat alasan yang kuat untuk dilakukan penahanan terhadap terdakwa,
Selama pemeriksaan hingga adanya putusan terdakwa NAI bersikap
kooperatif. Dengan arti bahwa terdakwa selalu hadir dalam pemeriksaan,

tidak menghalangi atau menghambat jalannya pemeriksaan.
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Surat dakwaan tertsebut tertanggal 2 Februari 2022 dan ditanda tangani
para penuntut umum dari kejaksaan Negeri Tuban atas nama Andy
Rachman, S.H yang memuat identitas lengkap terdakwa®. Hal ini telah
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a kitab undang-
undang hukum acara pidana yang merupakan syarat formil. Selanjutnya
menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian tindak pidana yang
dilak ukan secara cermat, jelas dan lengkap, dengan menyebut waktu dan
tempat tindak pidana tersebut dilakukan, yang merupakan syarat materil
surat dakwaan dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan
batal demi hukum.

Surat dakwaan menjelaskan secara lengkap bahwa kejahatan itu
dilakukan di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Provinsi Tuban, dan
motifnya adalah pemotongan pajak di setiap proyek APBDes yang
dikerjakan Desa dengan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang
menggunakan anggaran dana desa yang dimulai pada tahun 2016 hingga
2019. NAI (Perangkat) tersebut melakukan tindak pidana korupsi Sebagai
dakwaan tersendiri yang disiapkan oleh jaksa.

Untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, perlu adanya alat bukti
sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 kitab undang-undang hukum
acara pidana. Alat bukti adalah keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat,
petunjuk dan Kketerangan terdakwa. Maka dari itu penuntut umum
menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli dénga inisial BU selaku Kepala Desa
Bunut. Untuk membuktikan ketidaksesuaian antara dokumentasi dan
kenyataan lapangan. Hal ini akan semakin memperkuat tuntutan jaksa
terhadap terdakwa. Artinya, syarat minimal alat bukti, yakni minimal dua
alat bukti yang diatur dalam pasal 183 kitab undang-undang hukum acara

pidana.

3 Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), Wawancara, Tuban, 22 August 2022.
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Berdasarkan apa yang terjadi saat pemeriksaan maka Jaksa Penuntut

Umum memberikan dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan,

yang menggunakan dakwaan alternatif subsidaritas..Hal ini menunjukkan

tidak adanya ketegasan dan kepastian hukum yang berarti tidak adanya

kejelasan terhadap status terdakwa karena pemeriksaan belum sampai pada

Pengadilan Negeri. Jadi, berdasarkan analisis penulis, ada keterputusan

antara regulasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBDes

Perangkat Desa Bunut

1.

Takzir Sebagai Instrumen Sanksi Bagi Koruptor.

Dalam kasus korupsi yang terjadi di desa Bunut, menurut hukum
islam masuk kedalam jarimah takzir

Takzir berasal dari kata at-Ta’zir (menurut bahasa) yang bermakna
permuliaan dan pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swit:

a3 5380 b sAuaiy 598555 6,985 Al gy My | gla’sl
Artinya: “Agar kamu semua beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya,
menguatkan (agama)-Nya.” Q.S Alfath:9”

Maksud takzir didalam ayat itu adalah mengagungkan dan
menolong agama Allah swt ia juga dapat bermakna celaaan jika
dikatakan “Azzara fulanun fulanan” berarti si fulan telah' mencela si
fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang
dilakukannya. Definisi Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang
bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan
kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia
merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas
tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama,
atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan

pemberlakuan sanksi tersebut.
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2. Ghulul sebagai acuan dalam kasus korupsi APBDes yang terjadi di desa
bunut

Dalam kasus ini Penulis menggunakan acuan Hadis yang memiliki
makna yakni keuntungan yang diperoleh pegawai pemerintahan yang
menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku merupakan al-ghulul.
al-ghulul pada intinya berkenaan dengan 2 hal yaitu berlaku khianat dan
merugikan pihak lain. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam
perspektif hukum islam, al-ghulul dan al-suht termasuk bentuk tindakan
al-ma’siyyah.* dan apa yang dikriminalisasi oleh pasal 3 Undang-
undang No.31 Tahun 1999 termasuk dalam varian al-ma’siyyah.

Secara doktriner al-ghulul termasuk dalam kriminalisasi ta ’zir° |
dan kriminalisasi ta’zir ini di wujudkan melalui peran Jaksa (dalam
bentuk putusan pengadilan) atau pemerintah (dalam bentuk perundang-
undangan).®
a.  Unsur Unsur Ghulul

Unsur utama al-ghulul adalah 4 Ga & 33 yaitu mengambil
sesuatu dan menyembunyikan di dalam hartanya. Kata sesuatuini
untuk konteks yang terjadi pada zaman Rasulullah s.a.w berupa
harta rampasan perang sebagiamana definisi ghulul itu sendiri
penghianatan terhadap harta rampasan perang.” Unsur lain ghulul
adalah:

1) Merugikan = perekonomian = negara dan  menyebabkan

terhambatnya pembangunan untuk mencapai kemaslahatan

umum.

2) Penarikan gaji lebih dari yang sudah dibayarkan

4 Ahmad Hariadi, ‘Tafsir Kunci Al-Qur’an”, Mengkaji Al-Qur’an Dengan Kata Kunci’, 2018.

5> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

® Asmawi, ‘Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia’, Jurnal Syariah Dan Hukum, 1.2 (2010), 116.

" M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), 167.
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3) Tindakan memisahkan/memotong salah satu prajurit dari
jarahan dan kemudian membelah mereka, terlepas dari apakah
mereka pemimpinnya.

Sanksi Ghulul
Ghulul mirip dengan riddah, walaupun dalam ayat Al-qur’an

tidak disebutkan cara menangani dan jumlahnya, akan tetapi

terdapat beberapa hadis Rasulullah s.a.w dengan tegas menyebutan
cara penanganannya dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang
membedakan antara ghulul dan jarimah gisas. Ghulul dikategorikan
sebagai jarimah fa’zir. Sanksi bagi pelaku ghulul adalah sanksi
moral berupa jenazah pelaku ghulul tidak dishalatkan oleh

Rasulullah s.a.w karena korupsi terhadap permata atau manic-

manik yang nilainya tidak mencapai dua dirham (saat ini sekitar

Rp.127.500,00)

Selain itu dalam suatu peristiwa kasus hadiah untuk petugas
pemungut zakat di distrik Bani Sulaiman, Abdullah bin al-
Lutbiyyah (atau Ibnu al- Artabiyyah), kasus ini terjadi pada tahun 9
H, sekembalinya Ibnu al-Artabiyyah dari bertugas, ia melaporkan
hasil penarikan zakat yang diperolehkannya dan beberapa yang ia
anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas), sambil berkata
ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara) dan
yang ini dihadiahkan untuk saya. Mendengar laporan seperti ini
Rasulullah S.AW dengan tegas bersabda kepada Ibnu al-
Artabiyyah, “mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan
ibu kamu sehingga hadiah itu datang sendiri untuk kamu, jika
memang benar demikian?” Kemudian beliau langsung naik ke
imbar berpidato kepada orang banyak untuk meberitahu publik,
disamping agar petugas itu merasakan jera karena dibicarakan oleh

atasannya di depan khalayak umum.®




(perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka.’
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Dengan demikian, perbuatan ghulul terhadap harta rampasan
perang tidak dikriminalisasikan melainkan secara berulang
kalidiancam dengan neraka sebagai ukhrawi, dengan tetap
mengedepankan pembinaan moral, baik kepada pelaku maupun
kepada masyarakat.

Secara terminologis Rawas Qala’arju dan Hamid Sadiq
Qunaibi megemukakan ghulul adalah mengambil sesuatu dan
menyembunyikannya dalam hartanya.’

Sanksi Sosial

Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat toleran terhadap
korupsi. Hal ini antara lain disebabkan oleh sikap tetap bangga
dengan gaya hidup mewah meskipun dibiayai dengan hasil korupsi,
sikap tidak kehilangan rasa hormat masyarakat terhadap mereka
yang menunjukkan bukti kuat korupsi, dan sikap keterbukaan yang
tercermin. dalam sikap. lembaga Islam untuk sumbangan karena
korupsi. Berikut beberapa sanksi sosial yang dijatuhkan kepada
pelaku korupsi:

Hlatae (a3 aae Al dspla BT el ¢ 08 i ¢ e

Zo-

Cshandal) Gl 4 ) T Ially 2 a%AB CUka () 5 & ghudag (B agie (i A

Artinya: “mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita
bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang yahudi)

datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah

’

Termasuk bagian dari pengucilan itu adalah tidak memilih pelaku

koruptor sebagai pemimpin formal baik sebagai wakil rakyat dan

pejabat, dan tidak mengakuinya sebagai pemimpin non-formal (pemuka

masyarakat ,tokoh masyarakat, tokoh agama).

8 M.Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), 86.
° Ibid, 81.
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Sanksi Akhirat
Selain ancaman sanksi dunia yang berat dan memalukan, orang

yang jatuh sangat dipermalukan di hadapan Allah dengan
menyaksikan hal-hal yang mereka rusak di akhirat. Sebagaimana
sebuah kebajikan mempunyai balasan di akhirat, Islam menegaskan
bahwa kejahatan juga mempunyai sanksi di akhirat itu diharapkan
dapat mencegah masyarakat muslim dari korupsi. Beberapa
hukuman akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah:

1) Korupsi dapat mencegah pelakunya masuk Surga. Karena
kekayaan yang berasal dari korupsi sangat besar. Sebagaimana
hadits Nabi SAW, “daging yang tumbuh dari al-suht (harta
haram) tidak akan masuk surga” (HR al-Darimi).

2) Kekayaan korupsi akan membebaninya pada Hari Kiamat
karena korupsi juga Merupakan ghulul. “Dari Ibn Humaid al-
Sa’idi berkata : Rasulullah Saw menugaskan seorang Lelaki
dari suku Asad bernama Ibn Lutbiah (‘Amr bin Ibn Abi’ Umar:
untuk Memungut zakat). Setelah kembali, dia Berkata : Ini
untukmu dan ini yang Dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah
Rasulullah Saw, diatas mimbar,Kemudian memanjatkan pujian
kepada Allah swt. Selanjutnya beliau bersabda “Apakah yang
terjadi dengan seorang Petugas yang aku utus, lalu dia kembali
Dengan mengatakan “ Ini ‘aku serahkan Kepadamu dan ini
dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah
Bapak ibunya sehingga dia bisa melihat Apakah ada yang akan
memberinya Hadiah atau tidak. Demi Tuhan yang jiwa
Muhammad ada di tangan-Nya, tidak Seorang pun dari kamu
yang mengambil Sebagian dari hadiah itu, kecuali pada Hari
kiamat dia akan memikul di Lehernya seekor unta yang
mengeluh Atau sapi yang menguak atau kambing Yang

mengembik.”
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Tidak hanya dapat mencegah pelaku masuk surga, tetapi
korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka,
hadist Nabi SAW “setiap daging yang tumbuhkan Oleh al-suht
maka neraka lebih pantas Baginya. Ditanyakan wahai
Rasulullah Apa al-suht itu? Rasulullah SAW Menjawab
Risywah dalam hukum.” (HR Bukhari).

Korupsi juga membuat pelaku terhambat doanya sebagaomana
yang terdapat dalam hadist Rasulullah bersabda, “Seorang
lelaki melakukan perjalanan jauh rambutnya kusut, mukanya
berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit dan
mengatakan, “Wahai Rabbku! Wahai Rabbku! Padahal
makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang
haram maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu?” (HR

Muslim).



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis kasus tindak pidana korupsi APBDes Desa Bunut,

Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan kasus Tipikor yang terjadi di Desa Bunut, Kecamatan
Widang, Kabupaten Tuban sebenarnya bersifat fluktuatif dalam kurun
waktu 2016 sampai 2019. Kasus korupsi yang mendominasi pada tahun
2016 di desa Bunut Kabupaten Tuban adalah kasus tindak pidana
korupsi pengajuan dana proyek, dengan dugaan menyalahgunakan
dana APBDes Bunut melalui pemotongan pajak proyek selama empat
tahun dari tahun anggaran 2016 sampai 2019. Yang menyebabkan
negara menanggung kerugian sekitar Rp 180 juta berdasarkan hasil
audit Inspektorat Tuban.

2. Modus operandi, terdakwa saat itu melakukan pemotongan dana di awal
berkisar 10 persen sampai 20 persen dari Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) yang melakukan pekerjaan proyek - proyek fisik di desa
setempat.. “Dalihnya, uang @ potongan tersebut digunakan untuk
membayar pajak tetapi disalahgunakan.

3. Penerapan hukum pidana materil tefhadap terdakwa NAI telah sesuai
dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan
kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan Jaksa yang
dikaitkan dengan berbagai alat bukti. Jaksa memutuskan bahwa
terdakwa NAI telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana
korupsi yang diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-
undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Mengklasifikasikan korupsi ke dalam kategori Jarimah Takzir, Takzir
adalah sanksi hukum vyang dijatuhkan kepada seseorang yang

melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar baik hak
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maupun hak asasi manusia Allah SWT, dan pelanggaran tersebut
dikenai sanksi yang ditentukan dengan tegas. Dalam Nash al-Quran dan
hadits, takzir berada di bawah yurisdiksi hakim atau penguasa setempat,
karena tidak disebutkan secara eksplisit. Sanksi hukum bagi Takzir bisa
berupa penjara, denda, pendaftaran daftar orang tercela, undang-undang

pemecatan, bahkan hukuman mati.

B. Saran

Berdasarkan uraian peneliti yang telah dipaparkan diatas maka terdapat

beberapa saran yaitu:

1.

Pelaku korupsi layak mendapatkan perlakuan yang luar biasa dan oleh
karena itu layak mendapatkan hukuman yang lebih berat mengingat
bahwa itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan daripada kejahatan
luar biasa.

Pembuat undang-undang lebih memikirkan proses yang mendukung
upaya penegakan hukum yang dituangkan lebih tegas dalam
undang-undang dan peraturan yang ada sehingga kerja dari aparatur
penegak hukum lebih tegas dan pasti dalam pemberantasan korupsi
di Indonesia, dan diharapkan kepada masyarakat melaporkan segala
dugaan korupsi yang terjadi.

Pelaku korupsi harus mengakui bahwa praktik korupsi melanggar
aturan agama dan melanggar prinsip kepentingan umum. Korupsi

adalah perbuatan yang dikutuk dan dibenci oleh Allah.
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